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Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan
Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal

Oleh: Ir. Husni Jamal, MAgrsSt.
Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi

Abstrak

Salah satu kebijakan pendidikan nasional adalah penyelarasan
pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sesuai dengan kegiatan
ekonomi utama daerah sehingga SMK mampu menjadi lembaga
pendidikan penghasil lulusan yang dapat diserap oleh lapangan kerja
yang tersedia secara lokal. Penerapan kebijakan ini di Provinsi Jambi
belum sepenuhnya berhasil, yang dibuktikan dengan masih tingginya
tingkat pengangguran lulusan SMK. Selain itu SMK yang ada saat ini
sebagian besar berlokasi di sekitar perkotaan dengan bidang keahlian
ayng tidak selaras dengan potensi sumberdaya daerah. Oleh karena itu
diperlukan upaya untuk mengem-bangkan SMK dengan bidang keahlian
yang sesuai dengan potensi sumberdaya perekonmian lokal secara
merata di wilayah Provinsi Jambi. Upaya ini harus disertai dengan
peningkatan minat siswa SLTP untuk melanjutkan pendidikan ke SMK.
Salah satu cara untuk meningkatkan minat terhadap SMK dengan bidang
keahlian berbasis sumberdaya lokal adalah penerapan kurikulum SLTP
dengan muatan lokal yang berorientasi pada potensi perekonomian
setempat.

Pendahuluan

Salah satu arah kebijakan pembangunan nasional sektor
pendidikan yang digariskan di dalam RPJMN 2015-2019 adalah
“... menyelaraskan program keahlian dan pengembangan
kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di
kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja ...” (Anonim, 2014).
Hal ini tentunya dimaksudkan agar SMK (Sekolah Menengah
Kejuruan) dapat menghasilkan lulusan yang terampil dalam
berbagai jenis kejuruan sekaligus juga menyediakan SDM yang
mampu memanfaatkan sumberdaya lokal dimana sekolah itu
didirikan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi setempat.
Untuk itu pengembangan jenis kejuruan pada SMK sudah
seharusnya berorientasi pada potensi sumberdaya serta kebutuhan
pasar kerja yang tersedia di suatu daerah. Dengan demikian
dampak positif keberadaan SMK adalah termanfaatkannya
sumberdaya setempat secara optimal, yang berimplikasi pada



semakin terbukanya kesempatan kerja serta rendahnya tingkat
pengangguran di wilayah tersebut.

Kondisi yang ada di Provinsi Jambi dewasa ini ternyata
tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional pendidikan SMK
diatas. Dibuktikan dengan data yang dipublikasi oleh BPS
Provinsi Jambi (2018) menunjukkan bahwa lebih dari 69 ribu
pengangguran terbuka di Provinsi Jambi pada Agustus 2018
terdapat 7,75% lulusan SMK, merupakan kelompok dengan
persentase tertinggi dibandingkan kelompok pendidi-kan lainnya.
Fakta ini memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang kurang
tepat dalam pengembangan pendidikan SMK di daerah ini.
Ternyata lulusan yang dihasilkan oleh SMK yang ada belum
sepenuhnya terserap oleh pasar kerja yang tersedia. Sementara itu
sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang digariskan di
dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 pada akhir periode
RPJMD diharapkan 60% lulusan SMK dapat bekerja, meningkat
sebesar 25% dibandingkan dengan keadaan pada awal RPJMD
(Anonim, 2016). Oleh karena itu memantapkan arah kebijakan
nasional pengembangan SMK perlu menjadi perhatian serius
Pemerintah Provinsi Jambi agar lulusan SMK dapat terserap oleh
lapangan kerja yang tersedia sekaligus dapat menjadi salah satu
faktor pemacu perekonomian daerah.

Tulisan ini berisi pemikiran yang berkaitan dengan upaya
untuk mengembangkan SMK sebagai penyedia SDM produktif
yang dapat diserap oleh lapangan kerja tersedia secara lokal, baik
sebagai pekerja pada unit usaha formal yang ada maupun sebagai
wirausahawan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya yang
tersedia di sekitar mereka. Pengembangan ini tentunya tidak dapat
dilakukan dengan hanya mempertimbangkan potensi sumberdaya
fisik daerah semata tetapi harus juga mempertimbangkan faktor
sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Faktor sosial
budaya ini sangat berpengaruh terhadap minat lulusan SLTP untuk
melanjutkan pendidikan ke SMK, yang sangat menentukan
keberhasilan pengembangan SMK. Tentu merupakan upaya yang
sia-sia apabila membangun dan mengem-bangkan SMK dengan
jurusan tertentu di suatu daerah tetapi kemudian jurusan tersebut
tidak diminati oleh masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu
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diperlukan langkah yang terarah agar pengembangan SMK di
Provinsi Jambi kedepan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan
sarana pembelajaran semata tetapi diikuti juga dengan upaya
peningkatan minat lulusan SLTP untuk melanjutkan pendidikan
mereka ke SMK dengan bidang keahlian yang sesuai dengan
potensi sumberdaya daerah.

Potensi Sumberdaya Daerah

Salah satu metode untuk memotret potensi sumberdaya
daerah adalah dengan menggunakan data PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto). Lapangan Usaha yang dominan berkontribusi
terhadap PDRB memberikan indikasi bahwa sumberdaya yang
mendukung Lapangan Usaha tersebut memiliki potensi yang besar
dalam perekonomian daerah. Mengacu pada data PDRB Provinsi
Jambi tahun 2017 (BPS Provinsi Jambi, 2018) terlihat bahwa
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan
usaha yang paling dominan berpengaruh terhadap perekonomian
daerah dengan kontribusi 29,41%; diikuti Sektor Pertambangan
dan Penggalian (17,66%); dan Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,12%). Dari data ini dapat
disimpulkan bahwa sumberdaya sektor pertanian (perkebunan,
tanaman pangan dan peternakan), kehutanan dan perikanan
merupakan potensi aktual yang paling dominan dalam pereko-
nomian Provinsi Jambi. Oleh karena itu optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya pada sektor ini patut menjadi salah satu pertimbangan
dalam kaitannya dengan penyediaan SDM terampil yang
diharapkan dapat dihasilkan dari SMK.

Budidaya tanaman perkebunan merupakan mata pencarian
utama penduduk di Provinsi Jambi. Perkebunan karet dan kelapa
sawit merupakan kegiatan perekonomian yang dominan diusaha-
kan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah bagian tengah dan
barat, sementara itu di wilayah bagian timur Provinsi Jambi
didominasi oleh usaha perkebunan kelapa dalam. Berdasarkan data
sebaran areal perkebunan di Provinsi Jambi (Anonim, 2017a)
terdapat delapan kabupaten memiliki potensi dengan komoditas
perkebunan Kkaret, kelapa sawit dan kelapa dalam. Hanya tiga
kabupaten/kota yang memiliki potensi relatif kecil terhadap ketiga
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komoditas tersebut yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan
Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2016 terdapat 263 ribu rumah
tangga petani yang berusaha pada perkebunan karet; 211 ribu
rumah tangga pada perkebunan kelapa sawit; dan 90 ribu rumah
tangga pada perkebunan kelapa dalam (Anonim, 2017b). Dengan
penduduk sebanyak 879 ribu rumah tangga pada tahun 2017 (BPS
Provinsi Jambi, 2018) berarti lebih dari 64% rumah tangga
penduduk Provinsi Jambi meng-gantungkan hidupnya dari ketiga
komoditas perkebunan diatas. Angka ini memberikan gambaran
begitu dominannya potensi sumberdaya perkebunan dalam
perekonomian penduduk di daerah ini.

Kaitan antara keberadaan potensi sumberdaya lokal dengan
kebutuhan SDM tentunya sangat jelas. Agar potensi sumberdaya
ini dapat dimanfaatkan secara optimal serta menghasilkan nilai
ekonomi yang tinggi maka dibutuhkan SDM yang berkualitas
tinggi sebagai pengelolanya. Salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk menilai kualitas SDM pengelola usahatani adalah
tingkat pendidikannya. Berdasarkan data Pusdatin Pertanian
(Anonim, 2018) tenaga kerja pengelola usahatani perkebunan di
Provinsi Jambi pada tahun 2017 mayoritas (80%) berpendidikan
dasar (SD dan SLTP), 18% pendidikan menengah dan sisanya
berpendidikan tinggi. Kualitas SDM ini berimplikasi terhadap
produktivitas komoditas usahatani yang dikelola. Data Kemen-
terian Pertanian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 produk-
tivitas karet di Provinsi Jambi adalah 851 kg/ha, lebih rendah dari
rataan produktivitas nasional yaitu 1.045 kg/ha. Sedangkan untuk
usahatani kelapa sawit produktivitasnya 3.398 kg/ha, lebih rendah
dari rataan nasional yaitu 3.763 kg/ha. Hanya produktivitas
usahatani kelapa dalam yang relatif lebih baik dari rataan nasional
(1.103 kg/ha) yaitu 1.224 kg/ha, walaupun angka ini lebih rendah
dari produktivitas kelapa dalam di Provinsi Sumatera Utara yaitu
1.265 kg/ha (Anonim, 2017Db).

Masih rendahnya produktivitas ketiga komoditas perke-
bunan diatas dibandingkan dengan produktivitas yang seharusnya
dapat dicapai mencerminkan bahwa pemanfaatan sumberdaya
pertanian yang tersedia di Provinsi Jambi belum dilakukan secara
optimal. Artinya, potensi sumberdaya perkebunan di daerah ini
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sesungguhnya masih bisa diting-katkan melalui peningkatan
produktivitas. Selain itu masih terdapat peluang untuk mening-
katkan pemanfaatan potensi tersebut melalui pengembangan
industri hilir. Sebagaimana yang ada saat ini sebagian besar hasil
produksi perkebunan karet, kelapa sawit dan kelapa dalam Provinsi
Jambi dikirim ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah, yaitu
karet remah (crumb rubber), CPO (crude palm oil) dan kopra.
Apabila industri hilir ketiga komoditas ini dapat dikembang-kan di
dalam daerah, sudah tentu manfaat ekonomi sumberdaya daerah ini
akan jauh lebih besar lagi karena nilai tambah industri pada
umumnya semakin tinggi di bagian hilir. Untuk memanfaatkan
potensi ini tentunya dibutuhkan SDM yang memadai baik dari
aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Pengembangan SMK

Berdasarkan Data Pokok SMK yang dipublikasi oleh
Direktorat Pendidikan SMK (2018) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan terdapat 177 SMK negeri dan swasta di Provinsi
Jambi. Bidang keahlian yang diajarkan di SMK Provinsi Jambi
mayoritas adalah Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (104
SMK), Tekno-logi dan Rekayasa (89 SMK), dan Bisnis dan
Manajemen (88 SMK). Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian
besar SMK ini berlokasi di sekitar perkotaan yaitu di Kota Jambi
(36 SMK) dan Kabupaten Muaro Jambi (17 SMK), dengan
aktivitas perekonomian utama perdagangan dan jasa. Oleh karena
itu SMK dengan bidang keahlian yang sesuai untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kerja di bidang perdagangan dan jasa tentu akan
lebih menarik minat masyarakat. Sementara itu hanya terdapat 47
SMK (26%) yang memiliki Bidang Keahlian Agribisnis dan
Agroteknologi, yang 12 SMK (7%) diantaranya mengajarkan
kompe-tensi Agribisnis Tanaman Perkebunan. Sebaran SMK yang
mengajar-kan kompetensi Agribisnis Tanaman Perkebunan di
Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
1. SMKN SPP Jambi di Kabupaten Batang Hari
2. SMKN 2 Muaro Bungo di Kabupaten Bungo
3. SMKN 8 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun
4. SMKN 2 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun



SMKN 2 Merlung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SMKN 2 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi

SMKN 5 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi

SMK Asyariah di Kabupaten Muaro Jambi

SMKN 4 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi

10. SMKN 3 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

11. SMKN SPP Merangin di Kabupaten Merangin

12. SMKN 12 Merangin di Kabupaten Merangin

Dari data yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa,
masih dibutuhkan pengembangan SMK di Provinsi Jambi dengan
bidang keahlian yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal,
terutama bidang keahlian perkebunan.

Potensi perekonomian Provinsi Jambi tentunya tidak saja
tertumpu pada sub sektor perkebunan. Masih banyak lagi potensi
lain yang lebih spesifik lokasi seperti tanaman pangan dan
hortikultura di wilayah dataran tinggi serta kelautan di wilayah
pantai timur. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dibutuh-
kan juga pengembangan SMK dengan bidang keahlian lain yang
sesuai dengan potensi wilayah masing-masing kabupaten/kota.
Pengembangan ini tentunya tidak semata mempertim-bangkan
potensi sumberdaya lokal tetapi harus disesuaikan dengan minat
masyarakat, terutama siswa SLTP, untuk melanjutkan pendidikan
ke SMK dengan bidang keahlian yang tersedia yang dikembangkan
tersebut.

Minat lulusan SLTP untuk melanjutkan pendidikan ke
SMK merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertim-
bangkan dalam pengembangan SMK. Hasil penelitian Aima et al
(2010) dapat memberi-kan gambaran tentang minat masyarakat
untuk melanjutkan pendidikan ke SMK di Provinsi Jambi. Peneli-
tian ini mengambil sampel di delapan kabupaten/kota dengan
responden sebanyak 5.697 siswa SLTP kelas IX yang terdiri dari
4.340 siswa SMP (67 SMP) dan 1.354 siswa MTs (39 MTSs). Dari
penelitian ini diperoleh sebanyak 54,3% responden menyata-kan
berminat (18,9% diantaranya menyatakan sangat berminat) untuk
meneruskan pendidikan ke SMK, dengan margin of error sebesar
0,013 (0=0,05). Dari responden yang menyatakan tidak berminat
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melanjutkan ke SMK diperoleh alasan utamanya adalah ingin
melanjutkan ke perguruan tinggi (19,98%) dan tidak adanya
jurusan SMK vyang sesuai keinginan (19,32%). Data ini
menunjukkan bahwa minat siswa SLTP di Provinsi Jambi untuk
melanjutkan pendidikan ke SMK akan lebih besar lagi dari angka
yang disajikan diatas apabila tersedia lebih banyak SMK dengan
berbagai bidang keahlian yang sesuai dengan minat masyarakat.
Sungguhpun hasil penelitian diatas menunjukkan minat
siswa SLTP terhadap SMK relatif tinggi tetapi bidang keahlian
yang diminati belum sejalan dengan potensi sumberdaya pereko-
nomian daerah. Mayoritas siswa menyatakan berminat pada lima
besar bidang keahlian non pertanian yaitu Informatika (15,79%),
Teknik Mesin (15,43%), Manajemen (8,23%), Akutansi (6,14%)
dan Listrik (5,61%). Sebaran besaran minat ini hampir merata di
seluruh kabupaten/kota lokasi penelitian. Sementara itu, rataan
minat responden terhadap bidang keahlian Pertanian hanya sebesar
4,16%, dengan peminat tertinggi di Kabupaten Merangin (6,26%)
diikuti oleh Kabupaten Sarolangun (6,04%). Sedangkan bidang
keahlian Perkebunan diminati oleh 2,15% responden, dengan
peminat tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (3,55%)
diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi (2,75%). Dari data ini dapat
disimpulkan bahwa untuk mengembangkan SMK berbasis potensi
sumberdaya daerah dibutuhkan upaya mengarahkan lulusan SLTP
agar lebih berminat terhadap SMK dengan bidang keahlian yang
sesuai dengan potensi sumberdaya perekonomian daerah mereka.
Ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh kuat
terhadap minat siswa SLTP untuk melanjutkan pendidikan ke
SMK. Aima et al (2010) medapatkan korelasi yang nyata antara
persepsi siswa tentang SMK (r=0,311; p = 0,000) dan pengetahuan
siswa tentang SMK (r = 0,264; p = 0,000) terhadap minat mereka
terhadap SMK. Sementara itu penelitian Majid (2012) mendapat-
kan pengaruh yang nyata antara pemahaman diri tentang SMK (r =
0,527; p = 0,000) dan citra SMK (0,504; p = 0,000) terhadap minat
melanjutkan pendidikan ke SMK pada siswa SMP di Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Hal yang sama diperoleh
juga oleh Dharmayanti dan Munadi (2014) yang memperlihatkan
pengaruh yang nyata antara pemahaman diri siswa (r = 0,753; p =
7



0,000) dan citra SMK (r = 0,678; p = 0,000) dengan minat terhadap
SMK pada siswa SMP di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Oleh
karena faktor pemahaman diri dan citra tentang SMK menjadi
aspek yang perlu diperhatikan guna menarik minat siswa SLTP
untuk melanjutkan pendidikan ke SMK.

Pemahaman diri merupakan penilaian seseorang tentang
sejauh-mana dirinya dapat berperan dalam menjalani kehidupan.
Dalam kaitan-nya dengan minat terhadap SMK, apabila seorang
siswa mempunyai penilaian bahwa dirinya akan lebih berperan
melalui pendidikan SMK maka minat siswa tersebut untuk
melanjut pendidikan ke SMK cenderung lebih tinggi. Oleh karena
itu memberikan bekal yang memadai kepada siswa SLTP tentang
pentingnya keahlian yang diberikan melalui pendidikan SMK
untuk pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada di sekitar mereka
menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan pemaha-
man diri. Apabila siswa SLTP memiliki keyakinan bahwa SMK
dapat mendidik mereka untuk berperan dalam memanfaatkan
sumberdaya ekonomi yang tersedia maka otomatis citra mereka
tentang SMK dan minat terhadap SMK akan semakin membaik
pula.

Memberikan bekal yang memadai kepada siswa SLTP
tentang potensi sumberdaya ekonomi yang tersedia di sekitar
mereka menjadi kata kunci untuk meningkatkan minat terhadap
SMK. Bekal ini dapat diberikan dengan berbagai cara antara lain
melalui penerapan kurikulum pendidikan yang lebih berorientasi
pada pengenalan potensi sumberdaya lokal, yang dikenal dengan
muatan lokal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefi-
nisikan muatan lokal sebagai “......... bahan kajian atau mata
pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses
pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang
dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap
potensi di daerah tempat tinggalnya......... ”. Materi muatan lokal
dapat diberikan melalui: (a) diintegrasikan dengan mata pelajaran
yang sudah ada; (b) berdiri sendiri sebagai mata pelajaran muatan
lokal; dan (c) kegiatan ekstra kurikuler (Anonim, 2017c). Melalui
muatan lokal ini siswa diharapkan lebih memahami secara benar
potensi sumberdaya yang dapat dikembang sebagai modal untuk
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penghidupan mereka nantinya. Untuk memanfaatkan potensi ini
dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi tertentu, diantaranya
dapat mereka peroleh melalui pendidikan SMK. Dengan demikian
penerapan kurikulum dengan muatan lokal yang tepat pada pendi-
dikan SLTP akan memberikan dampak yang lebih positif terhadap
pemahaman diri siswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMK.

Simpulan

1. Penyelenggaraan pendidikan SMK di Provinsi Jambi belum
sepenuhnya sejalan arah kebijakan nasional yaitu pengem-
bangan bidang keahlian yang berbasis potensi sumberdaya
perekonomian daerah. Hal ini ditunjukan masih terbatasnya
jumlah dan sebaran SMK dengan bidang keahlian pertanian,
yang merupakan potensi sumberdaya perekonomian daerah.

2. Pengembangan SMK harus disertai dengan peningkatan minat
lulusan SLTP untuk melanjutkan pendidikan ke SMK. Pening-
katan minat ini dilakukan melalui penerapan kurikulum muatan
lokal yang berorientasi pada potensi sumberdaya lokal.

Rekomendasi
Mengacu pada uraian diatas maka disampaikan
rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk:

1. Mengembangkan SMK dengan bidang keahlian yang sesuai
dengan kegiatan ekonomi utama di lokasi sekolah tersebut
berada, terutama di wilayah dengan potensi sumberdaya
perkebunan yang merupakan kegiatan perekonomian utama
Provinsi Jambi.

2. Mengembangkan kurikulum SLTP dengan muatan lokal yang
lebih berorientasi pada potensi sumberdaya lokal agar siswa
SLTP lebih berminat dalam pengembangan potensi sumber-
daya yang ada di sekitar mereka melalui pendidikan SMK.
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Kompos Sebagai Pendapatan yang Menjanjikan
Di Pedesaan

Oleh: Prof. Dr. Ir. Hj. Adriani, M.Si.
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi

Pendahuluan

Kompos merupakan hasil penguraian bahan organik baik
sisa tanaman maupun sisa hewan atau limbah organik lainnya yang
telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat yang bermanfaat
untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah,
serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pembuatan
kompos ini mempunyai potensi sebagai sumber pendapatan dan
mengurangi pemakaian pupuk anorganik dipedesaan. Kondisi ini
bisa dilakukan dengan memanfaatkan limbah ternak dan limbah
perkebunan yang ada disekitar masyarakat pedesaaan. Salah
satunya kompos yang terbuat dari feces sapi dan limbah kelapa
sawit.

Potensi kompos sangat menjanjikan sebagai sumber penda-
patan petani pelaku integrasi sapi sawit dengan mengunakan bahan
baku campuran kotoran sapi dengan limbah kebun sawit berupa
pelepah kelapa sawit dan limbah pabrik kelapa sawit (fiber dan abu
pabrik sawit, POME (Palm Oil Mill Effluent). Semua bahan ini
bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kompos
berkualitas sesuai standar SNI (Syarif dan Adriani, 2014).

Potensi produksi kompos dari kotoran sapi dan limbah
kebun serta pabrik kelapa sawit di Provinsi Jambi sangat tinggi.
Populasi sapi selalu mengalami peningkatan selama 2012-2016
sebesar 9.613 ekor dari tahun 2012 (139.534 ekor) menjadi
149.147 ekor pada tahun 2016 (Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, 2016). Satu ekor sapi bisa menghasilkan feces
sebesar 9-25 kg. Sehingga bahan baku feces yang tersedia untuk
pupuk sebanyak 1.499 ton. Berdasarkan hasil kunjungan kebe-
berapa pabrik kepala sawit bahwa limbah dari pabrik kelapa sawit
bisa diambil untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran
pembuatan kompos. Karena selama ini sebagian besar limbah
tersebut menunpuk di pabrik yang dapat mencemari lingkungan.

Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi selalu
mengalami peningkatan, pada tahun 2015 luas kebun sawit sebesar
714.399 ha dan meningkat sebesar 21.696ha menjadi 736.095 ha
pada tahun 2016 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Setiap
hektar lahan per tahun menghasilkan + 22 pelepah (Oil Palm
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Fronds) dengan bobot rata-rata + 2,292 kg. Sehingga tersedia
limbah pelepah kelapa sawit untuk campuran kompos sebesar
1.687.129 ton. Potensi limbah pabrik kelapa sawit yang bisa
dijadikan bahan campuran kompos juga tersedia dalam jumlah
berlimpah. dengan prosuksi kelapa sawit tahun 2015 sebesar
1.794.874ton meningkat menjadi 1.910.028ton tahun 2016
(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Dimana limbah tandan
kosong kelapa sawit sebanyak 23% dari produksi dan limbah sabut
sawit (fiber) bsebesar 13% dari produksi. Sehingga tersedia limbah
tandan kosong kelapa sawit sebanyak 439.306 ton, dan limbah
fiber sebesar 284.303 ton. Tentunya ini menjadi potensi yang
sangat menjanjikan dari segi ketersediaan bahan baku untuk
kompos.

Produksi kompos dari limbah ternak dan limbah kelapa
sawit sangat baik dilakukan oleh kelompok tani yang berdekatan
dengan pabrik kelapa sawit. Kondisi ini untuk menjaga kontinuitas
bahan baku berupa feces, pelepah sawit dan limbah pabrik sawit
(fiber kelapa sawit dan abu pembakaran kelapa sawit). Selain itu
kebutuhan kompos di Provinsi Jambi juga sangat tinggi baik untuk
perkebunan, pertanian dan tanaman indutri. Berdasarkan hasil
diskusi dengan PT WKS maka setiap bulan dibutuhkan 3000ton
kompos yang selama ini didatangkan dari Lampung dan Surabaya.
Tentunya ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam
pengembangan kompos berbasis limbah ternak dan limbah kelapa
sawit.

Model pengembangan
produksi kompos menggunakan
limbah ternak dan limbah [#
kelapa sawit sudah berhasil
dikembangkan oleh tim LPPM
Unja bersama dengan PT. WKS
dan BIl. Model ini berbeda
dengan model pengembangan kompos berdasarkan petunjuk teknis
dari Kementrian Pertanian, terutama dalam penggunaan sarana
prasarana penunjang Produksi. .

Pada sistem yang sudah dikem-

bangkan ini, rumah kompos
dibuat sederhana dengan biaya
murah sesuai dengan bahan yang
tersedia di lingkungan pedesaan
(Gambar 1) dan proses pengom- '
posan dilakukan di bawah pohon kelapa sawit (Gambar 2). Proses
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pengadukan kompos sebelum pengemasan mengunakan cultivator
sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja (Gambar 3).

Dari perhitungan ekonomis yang dilakukan pada di Tanjung
Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, maka biaya yang
dibutuhkan untuk produksi 1 kg kompos berbahan feces sapi,
pelepah kelapa sawit, fiber kelapa sawit dan abu boiler pabrik
kelapa sawit sebesar Rp 868 (Tabel 1).

Tabel 1. Biaya Produksi Kompos

Bahan produksi Satuan | Volume Harga | Jumlah
Feces sapi 40% kg 400 250 (100.000
Tangkos kelapa sawit 30% kg 300 80 | 24.000
Abu Bakaran Pabrik sawit
20% kg 200 80 | 16.000
Pelepah sawit 10% kg 100 150 | 15.000
Urea kg 10 600 6.000
Dedak kg 50 3000 |150.000
Starter L 1,5 | 30.000 | 45.000
Gula merah kg 2 18.000 | 36.000
Bahan bakar paket 1 | 100.000 [100.000
Karung lembar 24.8 200 | 4.963
Jumlah 1063,5 496.963
Penyusustan bahan selama proses 30% 744,45 668
Tenaga kerja per kg ! 15.000 200 200
Total biaya produksi per kg kompos (Rp) 868

Model produk3| kompos integrasi sapi sawit yang sudah berhasil

- - dilakukan pada kelompok
. tani  Mekar Jaya desa
Dataran Kempas dengan
produksi + 1000 ton/bulan
dan 55 orang pekerja, omset
+ 1,135 milyar per bulan
(Adriani, 2017) (Gambar 4).
Pada Kelompok tani Suka
Maju Desa Kota Baru
Kecamatan Geragai 50 ton per bulan, kelompok tani Karya Trans
Mandiri 500 ton per bulan.

Keuntungan dari sisi usaha peternakan adalah petani
berusaha mempertahankan jumlah sapi yang dipelihara bahkan
menambah jumlah sapi untuk ketersediaan bahan baku kompos
berupa feces. Ini sangat mendukung program pemerintah dalam
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meningkatkan populasi sapi
secara nasional. Disisi lain
petani yang  mempunyai
ternak dan kebun sawit, bisa
menabung feces dan pelepah
kelapa sawit yang disetor
kepada kelompok pengolah
kompos dan dibayarkan setiap
awal bulan, sehingga petani
ternak mendapat pendapatan

tambahan dari feces sapi dan limbah pelepah sawit yang selama ini
terbuang.

Multiplier efek kegiatan produksi kompos ini sangat

banyak vyaitu meningkatknya pendapatan anggota kelompok,
menghidupkan usaha simpan pinjam kelompok, terserapnya tenaga
kerja diwilayah produksi kompos dan berkurangnya pencemaran
lingkungan.

Permasalahan Produksi Kompos Integrasi Sapi Sawit

1.

2.

o o

Jumlah kepemilikan sapi per ternak relatif kecil sehingga
feces sebagai bahan baku kompos tersebar dibanyak wilayah
Masih ada peternak yang melepaskan ternak disiang hari
(digembalakan), sehingga menyulitkan dalam pengumpulan
feces

Jauhnya letak pabrik kelapa sawit dengan sentra peternakan
dan pengolah kompos

Sulitnya akses mendapatkan limbah sawit pada beberapa
perusahaan

Akses Pemasaran yang terbatas

Standar kualitas kompos yang dihasilkan sangat beragam dan
tidak kontinu

Terbatasnya peralatan penunjang produksi (chopper, mesin
penghalus, pengayak dan cultivator).

Beberapa Solusi yang Ditawarkan

1.

Produksi kompos dilakukan oleh kelompok tani ternak
integrasi sapi sawit yang berdekatan lokasinya dengan pabrik
kelapa sawit.

Perlunya pendampingan dalam proses produksi terhadap
kualitas kompos.

Perlu kajian potensi bahan baku disekitar rencana produksi
kompos.
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4. Perlu adanya peralatan penunjang produksi kompos.
5. Perlu adanya bantuan informasi pemasaran.

Rekomendasi

1. Replikasi kegiatan produksi kompos integrasi sapi sawit yang
sudah berhasil dilakukan.

2. Peningkatan populasi sapi sebagai bahan dasar pembuatan
kompos.

3. Perlu mengalakan pengolahan kompos dalam usaha integrasi
sapi sawit dalam kelompok tani.

4. Promosi kompos oleh dinas terkait.

5. Diperlukan pendapingan dalam penerapan teknologi kompos
dari limbah peternakan dan kebun kelapa sawit dan limbah
pabrik kelapa sawit.

6. Perlu melengkapi sarara dan prasarana produksi kompos.

7. Perlu pendamping mengenai kualitas kompos dan kontinuitas
produksi.
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Lumbung Cabai Sebagai Alternatif Pengendali
Stabilitas Harga Cabai Sepanjang Tahun
Di Provinsi Jambi

Oleh: Dr. Mursalin, S.TP., M.Si.
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi

Abstrak

Salah satu penyebab setiap tahun terjadinya lonjakan dan atau
penurunan harga cabai secara drastis adalah karena ketersediaannya di
pasar yang langka pada kurun waktu tertentu atau berlimpah pada kurun
waktu yang lainnya. Cabai dibutuhkan setiap saat oleh seluruh lapisan
masyarakat, oleh karenanya walau pun harga cabai tinggi tetap akan
dibeli oleh masyarakat. Di lain pihak, karena cabai adalah komoditas
yang mudah rusak (perishable) maka walau pun dengan harga yang
sangat rendah, saat panen raya petani akan tetap menjualnya juga.
Adanya lumbung cabai yang mengaplikasikan teknologi penanganan
segar dan pengolahan cabai dalam sistem kompartemen terpisah
merupakan alternatif yang dapat menyediakan cabai di pasaran
sepanjang tahun. Keberadaan lumbung cabai merupakan alternatif yang
sangat potensial untuk mengendalikan harga cabai sepanjang tahun.
Teknik penanganan segar yang efektif dapat mempertahankan umur
simpan cabai segar hingga 3 kali masa simpan normalnya. Aplikasi
pengolahan yang tepat juga dapat menyediakan cabai dalam bentuk
sediaan bahan baku produksi (stock) untuk produk olahan tertentu baik
untuk digunakan sebagai bumbu dan kondimen.

Pendahuluan

Cabai merupakan komoditas sayuran potensial yang
mempunyai nilai ekonomis tinggi dan memiliki potensi untuk terus
dikembangkan. Cabai merupakan kebutuhan pokok bagi
masyarakat, produksi cabai menempati urutan paling atas di antara
delapan belas jenis sayuran komersial yang dibudidayakan di
Indonesia (Rukmana, 2006). Masyarakat memanfaatkan cabai
sebagai rempah dan bumbu masakan, kesehatan, dan bahan baku
industri (Tanindo Agribusiness Company, 2009).

Teknik budidaya cabai dengan metode intensifikasi dan
diversifikasi telah terbukti dapat meningkatkan produksi cabai
secara signifikan (Mulyani dan Las, 2008). Intensifikasi dapat
dilakukan pada tanaman cabai yang telah ada dan dapat
dikembangkan pada daerah pedesaan di seluruh Indonesia yang
merupakan sentra produksi cabai (Nurdin et al. 2009). Paket
teknologi budidaya cabai dengan menerapkan inovasi teknologi
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seperti varietas unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian
organisme pengganggu tanaman (OPT), terbukti dapat
menghasilkan cabai 8-15 ton/ha mulai 60-80 hari setelah tanam
(Nurdin et al. 2009; Zulkifli et al. 2008).

Teknologi budidaya cabai yang maju ternyata tidak
menjamin stabilitas harga cabai tetap normal sepanjang tahun.
Harga cabai tergantung pada ketersediaannya, jika ketersediaannya
melimpah harga cabai akan jatuh tetapi saat ketersediaannya minim
harga cabai akan melambung. Ketersediaan cabai di Indonesia
sangat tergantung pada rantai produksi dan pola distribusinya dari
produsen ke konsumen. Produksi cabai tidak merata sepanjang
tahun, sangat tergantung pada musim dan ketersediaan air. Pada
puncak musim kemarau di saat tanaman cabai mengalami defisit
air peluang gagal panen sangat tinggi sebaliknya pada puncak
musim penghujan di saat kelembaban udara sangat tinggi hama dan
penyakit akan sangat mengganggu keberlangsungan hidup tanaman
dan berpeluang menyebabkan kematian (Nurdin et al. 2009).
Akibatnya, mata rantai produksi dan distribusi cabai di pasar
bersifat temporal, fluktuatif dan tidak terprediksi.

Puncak musim kemarau biasanya terjadi di bulan Juni
hingga Agustus dan puncak musim penghujan biasanya terjadi di
bulan Desember hingga Februari. Di bulan-bulan ini harga cabai
biasanya melambung tinggi. Berita di harian Tribun Jambi hari
Kamis, 9 Februari 2017 menyebutkan bahwa harga cabai rawit di
Sarolangun tembus Rp. 100 ribu/kg. Di hari yang sama, harian
yang sama juga merilis berita senada yang lebih miris, dengan
judul berita “Cabai Rawit yang Kian ‘Menyengat’, di Pasar Kramat
Jati Harganya Sudah Rp 130 Ribu”. Dalam berita tersebut,
Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy melaporkan
bahwa cabai rawit merah di hari tersebut mengalami kenaikan
harga yang sangat signifikan. Di beberapa pasar harga cabai rawit
merah ada yang dijual senilai Rp 160 ribu. Sehari sebelumnya,
yaitu hari Rabu (8/2/2017) sore, harga cabai rawit merah di pasar
eceran induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dibanderol Rp 130 ribu
per kilogram (kg).

Animo masyarakat, petani dan pelaku bisnis terhadap
peningkatan harga cabai di pasaran pada bulan-bulan tertentu
mendorong terciptanya usaha tani budidaya cabai dadakan secara
serentak hampir di seluruh daerah di Indonesia, yang
mengakibatkan terjadinya over suplay saat tibanya masa panen.
Keberadaan produk yang berlimpah di pasar mengakibatkan
jatuhnya harga hingga kurang dari 10% dari harga tertinggi yang
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pernah terjadi. Hal ini selalu terjadi secara berulang sepanjang
tahun. Praktek penanganan pasca panen cabai yang kurang efektif
gagal menjawab tantangan keberlimpahan produk saat musim
panen atau kelangkaan produk saat musim gagal panen.

Hasil pengamatan di lapangan, kelangkaan cabai tidak
hanya terjadi saat “musim gagal panen” di bulan-bulan yang telah
disebutkan di atas, tetapi juga kerap terjadi menjelang dan saat
bulan-bulan spesial seperti bulan puasa (Ramadhan). Menjelang
Ramadhan, para pemilik modal besar akan berspekulasi melakukan
praktek “monkey bussiness” pada komoditas cabai yang akibatnya
cabai akan menjadi langka dan harganya pun selanjutnya dapat
“didikte” oleh sipemilik modal besar. Ironisnya, bulan Ramadhan
selalu terjadi saat puncak musim panas (kemarau) sehingga
kombinasi gagal panen dan praktek “monkey bussiness” akan
membuat harga cabai semakin tidak terkendali. Menyerahkan
harga cabai tetap pada mekanisme pasar saat bulan-bulan “spesial”
atau “musim gagal panen” akan memperburuk situasi; yang
diperlukan saat kondisi ini terjadi adalah pengendalian harga
melalui “operasi pasar” oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah
harus memiliki stok cabai yang cukup supaya intervensi yang
dilakukan dapat memberi pengaruh yang signifikan. Agar dapat
memiliki stok yang cukup, pemerintah perlu memiliki “bank™ cabai
sehingga dapat menyuplai komoditas tersebut di pasar dalam
jumlah yang cukup saat diperlukan untuk intervensi guna
mengendalikan harga.  “Bank cabai” yang dimaksud dapat
dibentuk dari modifikasi sistem lumbung pangan yang saat ini
sedang digalakkan kembali oleh pemerintah. Pendirian lumbung
cabai dimaksudkan sebagai alternatif solusi bagi kelangkaan dan
sekaligus oversuplay cabai di pasar agar harganya dapat tetap
terkendali sepanjang tahun dan petani dapat menikmati hasil panen
yang selalu menguntungkan.

Lumbung Cabai sebagai Pengendali Stabilitas Harga

Lumbung Cabai merupakan adaptasi dari konsep Lumbung
Pangan yang dikembangkan dari konsep ketahanan pangan (food
security). UU Pangan (UU No 7 Tahun 1996) mendefinisikan
ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan
bagi rumah tangga, tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi
juga harus aman, bermutu, bergizi, dan beragam, dengan harga
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Konsep ketahanan
pangan umumnya terdiri dari dua elemen pokok, yaitu pasokan
(kecukupan) dan keterjangkauan (aksesibilitas) pangan, yang di
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dalamnya mencakup aspek stabilitas produksi, kebijakan harga,
distribusi, dan konsumsi. Ketahanan pangan merupakan kebijakan
yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan tersebut sangat tergantung dari kemampuan pemerintah
dan masyarakat untuk menyediakan dan menggunakan pangan
sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. Menurut
Hermanto (2009), kelembagaan lumbung pangan merupakan suatu
sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola
mantap dan terstruktur dalam memenuhi kebutuhan cadangan
pangan masyarakat.

Lumbung Cabai merupakan Lumbung Pangan spesial
produk cabai yang konsep utamanya adalah ketersediaan pasokan
yang cukup (availability) dan keterjangkauan (accesibility) yang
efektif. Dalam mekanisme kerjanya, lumbung cabai harus dapat
membangun hubungan kemitraan yang baik dengan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yang ada atau dengan pihak industri terkait,
kemitraan tersebut misalnya dalam hal pengaturan mekanisme jual
beli dengan harga yang sesuai. Dalam mekanisme pembelian
produk cabai dari petani, lumbung cabai dapat mengembangkan
sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System) untuk melindungi
petani saat panen raya dan melindungi lumbung saat harga cabai
melonjak.  Selain itu, lumbung cabai perlu juga membangun
hubungan komunikasi dan kerjasama dengan dunia perguruan
tinggi dan lembaga penelitian melalui program-program
pemberdayaan masyarakat baik melalui dana hibah, pelatihan,
pendampingan, dan lain-lain.

Karena produk cabai adalah produk yang mudah rusak
(perishable) dan kebutuhan penggunaannya tidak hanya pada satu
bentuk penyediaan, maka Lumbung Cabai perlu dibangun dalam
sistem sekat (compartement) sesuai tingkat penyediaan produk.
Kompartemen yang dimaksud, diantaranya adalah:

1. Kompartemen Produk Segar;
Dalam kompartemen ini hanya berisi produk cabai segar yang
dibagi lagi dalam minimal 3 (tiga) ruangan terpisah yaitu
ruangan penerimaan tempat menampung cabai yang baru dibeli
dari petani, ruangan tempat penanganan segar cabai setelah
diterima dari petani (sortasi dan grading, pencucian dan
blanching, penirisan dan curing, penyimpanan dingin), dan
ruangan pajang tempat menjajakan produk cabai segar ke
konsumen (dalam bentuk terkemas atau curah). Cabai segar
yang telah mengalami penangaman pasca panen secara baik
dapat bertahan hingga 15 hari.
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2. Kompartemen Produk dengan minimally process dan
modifikasi sistem penyimpanan;
Setelah 15 hari, jika produk cabai di kompartemen segar belum
habis terjual maka perlu dilakukan aplikasi teknologi proses
minimal, misalnya dengan mengemas produk dalam sistem
kedap udara (vakum) atau menyimpan dengan metode atmosfir
terkendali (Control Atmosphere Storage/CAS) dan atmosfir
termodifikasi (Modified Atmosphere Storage/MAS).
3. Kompartemen Produk olahan yang bersifat reversibel;
= Penyimpanan cabai utuh dalam sistem non-aquaous (dalam
lapisan media padat nonpolar) memungkinkan cabai
disimpan dalam waktu yang lebih lama dan dapat disajikan
kembali dalam bentuk segar setelah lapisan padat tersebut
dihilangkan.

= Penyimpanan cabai dalam bentuk kering utuh untuk dapat
direhidrasi  (disegarkan  kembali) dengan metode
pengukusan.

4. Kompartemen Produk olahan turunan satu;

Produk olahan turunan satu adalah aplikasi proses pengolahan
yang produk akhirnya masih memperlihatkan sebagian dari
bentuk bahan bakunya. Bentuk-bentuk produk olahan cabai
turunan satu ini diantaranya adalah: cabai giling, pure cabai,
aneka varian sambal cabai dalam kemasan botol dan kaleng,
cabai bubuk kering, dan abon cabai.

5. Kompartemen Produk olahan turunan 2 dan seterusnya;
Produk olahan turunan kedua atau seterusnhya adalah produk
olahan yang tidak lagi memperlihatkan bentuk awal bahan
baku, contohnya adalah konsentrat cabai, cabai instan,
oleoresin cabai, isolat capsaicin, dan lain-lain.

Di setiap kompartemen ini tentu diperlukan fasilitas dan
sumber daya manusia yang handal agar masing-masing
kompartemen dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Implementasi konsep Lumbung Cabai yang dikembangkan
dari konsep ketahanan pangan (food security) sebagaimana
diamanatkan oleh UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan akan dapat
menjamin stabilitas harga cabai sepanjang tahun. Kehadiran
pemerintah dan lembaga perekonomian daerah serta pemberdayaan
masyarakat secara terpadu dalam pengelolaan lumbung cabai akan
menciptakan sistem distribusi cabai yang sehat dan dinamis serta
dapat mencegah terjadinya inflasi.
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Pengembangan Klaster Inovasi Pengolahan

Produk Hilir Minyak Sawit Di Lokasi Pabrik
Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi

Oleh: Dr. Mursalin, S.TP., M.Si.
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi

Abstrak

Pabrik kelapa sawit (PKS) memiliki potensi yang sangat tinggi untuk
dijadikan tempat pengolahan produk hilir minyak kelapa sawit skala
UMKM karena dekat dengan bahan baku (CPO), tersedianya sarana dan
prasana penunjang (listrik, air dan energi berupa steam), tenaga kerja
(karyawan dan keluarga karyawan), dan kelembagaan ekonomi (koperasi
karyawan). Pintu gerbang hilirisasi produk minyak sawit adalah industri
refinery, yaitu industri pemurnian CPO, meliputi kegiatan penghilangan
getah dan gum yang ikut terekstrak bersama minyak (degumming),
penghilangan asam lemak bebas (netralisasi/deasidifikasi), penghilangan
warna (decolorisasi/bleaching), penghilangan bau (deodorisasi), dan
pemisahan fraksi padat dan cair minyak (fraksinasi). Setiap tahap
pemurnian ini akan menghasilkan produk samping yang bernilai
ekonomis tinggi. Degumming yang biasanya digabung dengan bleaching
akan menghasilkan produk samping berupa bahan baku karotenoid yang
cukup potensial. Deasidifikasi yang biasanya digabungkan dengan proses
deodorisasi akan menghasilkan produk samping berupa palm fatty acid
distillate (PFAD). Produk pemurnian CPO berupa refined bleached,
deodorised palm oil (RBDPO). Produk fraksinasi RBDPO berupa olein
dan stearin. PFAD adalah bahan baku pembuatan biodiesel dan sebagai
stok bahan kimia untuk industri obat-obatan dan industri kimia. RBDPO
adalah minyak sawit semi padat yang biasa digunakan oleh produsen-
produsen ayam goreng (KFC, CFC, dll), kacang goreng dan kacang
atom, mie kering (indomie, supermie, mie sedap, dll), dan produk
gorengan lainnya. Olein adalah minyak goreng yang selama ini
dipasarkan dalam bentuk curah atau kemasan dengan berbagai merk
(sunco, palmia, rose brand, bimoli, filma, dll) sedangkan stearin adalah
minyak padat dan banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk
menghasilkan specialty fat seperti margarine, shortening, panaspati,
cocoabutter substitute, coating fat, fat filler, mayones, non dairy creamer,
salad dressing, dan lain-lain. Untuk memproduksi specialty fat
dibutuhkan bahan penolong industri berupa surfactan dan atau
emulsifier, misalnya mono dan di-asil gliserol (MDAG). MDAG dapat
dibuat dari RBDPO maupun olein dan stearin melalui reaksi gliserolisis.
Ada dua alasan utama yang menyebabkan produk hilir minyak sawit
belum diusahakan dalam skala UMKM, yaitu karena bahan penolong
industrinya tidak tersedia secara komersial (hanya diproduksi secara “B
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to B”) dan “Image” bahwa proses produksi turunan CPO hanya
menguntungkan jika dikelola dalam skala besar (konglomerasi). Padahal
jika diusahakan di sekitar lokasi PKS yang faktor produksinya sebagian
telah tersedia, pasti biaya produksi dapat ditekan dan produk hilir yang
dimaksud dapat diproduksi dengan lebih efektif dan efisien. Sejarah
selama ini, mencatat bahwa sektor riil skala UMKM terbukti sangat
stabil dalam menghadapi segala bentuk krisis ekonomi.

Pendahuluan

Dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, ditegaskan
bahwa untuk mewujudkan visi “Jambi yang Tertib, Unggul,
Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera di Tahun 2021”, salah
satu misi Provinsi jambi (misi ke-4), yaitu “Meningkatkan daya
saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi
kerakyatan yang didukung oleh penerapan llmu pengetahuan,
teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan”. Misi
ini mempunyai tujuan untuk “Mening-katkan daya saing daerah
melalui ekonomi kerakyatan yang berbasis iptekin dan
entrepreneurship” dengan sasaran berupa “Perubahan struktur
ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah dengan
memanfaatkan [PTEK”. Salah satu strategi pencapainya adalah
“Memberikan kemuda-han bagi investor industri hilir pengolahan”.
Untuk itu ada dua arah kebijakan yang ditetapkan untuk
mencapainya, yaitu (1) Menyiapkan kawasan industri yang dapat
menjadi tempat pengolahan; dan (2) Membangun infrastruktur
dasar di kawasan industri yang menjadi lokasi bagi industri hilir
komoditi karet dan kelapa sawit.

Dijelaskan lebih lanjut dalam RPJMD Provinsi Jambi
2016-2021 bahwa arah kebijakan untuk melaksanakan misi ke-4
Provinsi Jambi ini dituangkan dalam program pembangunan
daerah berupa (1) perencanaan pembangunan ekonomi, dan (2)
perencanaan sarana prasarana, tata ruang dan kerjasama
pembangunan. Indikator kinerja untuk masing-masing program
tersebut adalah (1) Persentase kesesuaian pencapaian sasaran
RPJMD dengan realisasi tahunan bidang ekonomi, dan (2)
Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi
tahunan bidang sarana prasarana. Capaian kinerja yang ditetapkan
untuk masing-masing indikator tersebut di tahun 2021 adalah 98.00
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dan 95.00 persen dari kondisi awal di tahun 2015 sebesar 88.64
dan 88.60 persen. Perangkat daerah yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab kegiatan ini adalah Bappeda Provinsi Jambi.

Strategi lainnya yang juga ditetapkan dalam RPJMD
Provinsi Jambi untuk menjalankan misi ke-4 di atas adalah
“Mengembangkan komoditas unggulan agribisnis berbasis
teknologi dan inovasi”. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk
mencapainya adalah “Menumbuh-kebangkan sentra komoditas
unggulan agribisnis seperti kopi, kelapa dalam, karet, kelapa
sawit, casiavera, peternakan dan perikanan”.

Dalam Rencana Induk Perindustrian Daerah (RIPID)
Provinsi Jambi disebutkan bahwa salah satu strategi
pengembangan  industri  di Provinsi ~ Jambi  adalah
“Mengembangkan Inovasi dan Teknologi sehingga Berperan
Sebagai Rantai Pasok Produk Nasional”. Strategi ini
diimplementasikan dengan cara “mengembangkan komoditi
unggulan/ andalan yang spesifik khususnya pemanfaatan
Komoditas Sawit yang memiliki keunggulan banding
(comparative advantage) sehingga dapat bersaing di pasar dalam
negeri maupun luar negeri.

Beberapa Pengembangan Industri yang di lakukan sebagai
tahapan strategi pengembangan industri di Provinsi Jambi pada
Komoditas sawit yang ditetapkan dalam RIPID Provinsi Jambi,
diantaranya disajikan dalam Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Komoditas
Sawit di Provinsi Jambi (Kondisi Proyeksi 2019; dalam
RIPID Provinsi Jambi 2017-2037)

Kapasitas
No. Komoditas Produk Industri Produksi
(Ton/Hari)
CPO Industri Hulu Agro - Minyak 43.649
PKO Sawit 4,850
Turunan Ke 1 CPO
1 Sawit Olein 2.533
PFAD 2.638
Stearin 1.979
Turunan Ke 2 CPO
Minyak Goreng 2.612
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Tabel 2. Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Komoditas
Sawit di Provinsi Jambi (Kondisi Ultimate 2037; dalam
RIPID Provinsi Jambi 2017-2037)

Kapasitas
No. Komoditas Produk Industri Produksi
{Ton/Hari)
CPO Industri Hulu Agro - Minyak 98.040
PKO Sawit 10.893
Turunan Ke 1 CPO
Olein 5.689
PFAD 5.926
Stearin 4.445
Turunan Ke 2 CPO
Minyak Goreng 5.867
1 Sawit NMethylester 1.482
Sabun Cuci 199
Sabun Mandi 199
Margarin 2.889
Kosmetik 100
Turunan Produk PKO
Fatty Acid 1.634
Turunan Ke 3 CPO
surfaktan 222
Fatty Alcohol .30
clldsdalKall 1SU PDOKOK Ualdlll RFJIVID Udll KTFTD FTOVITIS

Jambi, diketahui bahwa kelapa sawit merupakan salah satu
komoditas unggulan Provinsi Jambi. Dalam rencana pembangunan
daerah dan rencana pembangunan industi, pemerintah Provinsi
Jambi tetap memprioritaskan pengembangan industri pengolahan
kelapa sawit karena komoditas ini diyakini mampu menjadi
penggerak ekonomi rakyat dan daerah serta dapat pula membuka
banyak peluang kerja.

Potensi Pengolahan Produk Hilir CPO di Lokasi PKS

Pintu gerbang hilirisasi produk minyak sawit Indonesia
adalah industri refinery, yaitu industri pemurnian CPO hingga
dihasilkan produk-produk seperti RBDPO, olein, stearin, palm
fatty acid distillate (PFAD), dan produk-produk minyak sawit yang
lebih hilir seperti specialty fat. CPO (crude palm oil) merupakan
minyak sawit kasar hasil ekstraksi daging buah sawit yang masih
mengandung kotoran terlarut dan tidak terlarut seperti gum atau
getah (terdiri dari fosfatida, protein, hidrokarbon, karbohidrat, air,
logam berat dan resin), asam lemak bebas (FFA), tokoferol,
pigmen dan senyawa lainnya (Zufarov dkk., 2008). Menghilangkan
pengotor atau memurnikan CPO dilakukan melalui proses rafinasi
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dengan urutan pekerjaan antaralain: penghilangan gum
(degumming), penghilangan asam lemak bebas (deasidifikation),
penghilangan warna (bleaching), dan penghilangan bau khas sawit
(deodorisasi).

Produk rafinasi CPO adalah refined bleached deodorized
palm oil (RBDPO). RBDPO merupakan produk hilir CPO yang
paling awal dihasilkan. Dalam dunia perdagangan, RBDPO dikenal
dengan nama minyak sawit semi padat yang biasa digunakan oleh
produsen-produsen ayam goreng (KFC, CFC,dll), kacang goreng
dan kacang atom, mie kering (indomie, supermie, mie sedap), dan
produk gorengan lainnya. Selain RBDPO, rafinasi CPO dapat pula
menghasilkan produk samping berupa Palm Fatty Acid Distilatte
(PFAD) jika proses netralisasinya dilakukan secara fisika
(menggunakan panas). PFAD sangat dibutuhkan untuk bahan baku
industri kimia (oleokimia), bahan baku pembuatan sabun, dan
bahan baku pembuatan biodiesel.

Melalui proses fraksinasi, RBDPO dapat diolah menjadi
produk turunannya berupa olein (minyak cair) dan stearin (minyak
padat). Olein adalah minyak goreng yang selama ini dipasarkan
dalam bentuk curah atau kemasan dengan berbagai merk (sunco,
palmia, rose brand, bimoli, filma). Stearin adalah minyak padat dan
banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan
specialty fat seperti margarine, shortening, vanaspati, cocoabutter
substitute, coating fat, fat filler, mayones, non dairy creamer, salad
dressing, dan lain-lain.

Untuk memproduksi specialty fat dibutuhkan bahan
penolong industri berupa surfactan dan atau emulsifier, misalnya
mono dan di-asil gliserol (MDAG). MDAG dapat dibuat dari
RBDPO maupun olein dan stearin melalui reaksi gliserolisis.
Kesulitan memisahkan sisa gliserol dari produk akhir telah dapat
diatasi dengan metode creaming demulsification technique (CDT)
yang dikembangkan oleh LPPM Universitas Jambi.

Adanya fakta bahwa bahan penolong industri untuk
memproduksi specialty fat hanya diproduksi secara “B to B”
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(business to business) antar mitra dalam suatu sistem konglomerasi
dan “Image” bahwa proses produksi turunan CPO hanya
menguntungkan jika dikelola dalam skala besar, adalah penyebab
utama hilirisasi produk olahan minyak sawit tidak berkembang
dalam skala UMKM. Padahal sektor riil skala UMKM terbukti
sangat stabil dalam menghadapi segala bentuk krisis ekonomi.
Selain itu, karena UMKM adalah usaha yang secara langsung
melibatkan rakyat, maka usaha menggalakkannya berarti pula
memajukan ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, potensi pabrik kelapa sawit (PKS) tidak pernah
diefektifkan untuk pengembangan hilirisasi produk CPO di lokasi
tersebut. Ketersediaan bahan baku yang melimpah (CPO), sarana
dan prasana penunjang (listrik, air dan energi berupa steam),
tenaga kerja (karyawan dan keluarga karyawan), dan kelembagaan
(koperasi karyawan) merupakan modal dasar yang selama ini
belum dioptimalkan pemanfaatannya untuk mengembangkan usaha
hilirisasi produk CPO. Pemanfaatan sumber daya ini sangat
memungkinkan karena sepanjang pengamatan kami di hampir
semua PKS yang ada, terdapat excess energi (terutama steam)
sebesar 20-25%, karena adanya selisih kapasitas terpasang dan
kapasitas terpakai boiler yang digunakan. Pemanfaatan sumber
daya yang tak terpakai ini, akan menghemat sekitar 25-30% biaya
investasi pendirian usaha refinery dan pengolahan produk hilir
minyak sawit. Dengan demikian usaha hilirisasi minyak sawit
dalam skala mikro sebagai upaya menghidupkan UMKM vyang
bergerak di bidang usaha minyak sawit dan turunannya demi
perbaikan ekonomi rakyat, akan menjadi suatu keniscayaan. Dan
animo yang sengaja dihembus-hembuskan oleh perusahaan
konglomerasi minyak bahwa pengembangan produk hilir hanya
akan menguntungkan jika dilakukan dalam skala besar, dapat
terbantahkan secara empirik.

Faktor kondisi, permintaan pasar, Industri terkait dan
pendukung, serta strategi persaingan bisnis yang dapat
dikembangkan dalam rangka memajukan UMKM produk hilir
minyak sawit di lokasi PKS menurut Kluster diamond Porter, dapat
dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1.Kriteria kebijakan inovasi metode klaster diamond
Porter

Model rencana pengembangan klaster inovasi industri hilir
CPO di lokasi PKS dapat dilihat pada Gambar 2.

PENGEMBANGAN KLASTER INOVASI PENGOLAHAN PRODUK HILIR MINYAK
SAWIT DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS YANG ADA DI LOKASI PABRIK
KELAPA SAWIT

Optimasi pemanfaatan
~—} Kolabola5|ABG+C I-—> sumber daya di PKS
"

PTPN VI

| Opllmasl pemanfaatan

Studi kel i
¥ Studi kelayakan
— RBDPO, PFAD, Oleln, =1 ' ‘Bermbanaunan Minl

Stearin, dan MDAG

_r'—r__._.._ Plant Refinery CPO
Tahun It

Produksi RBDPO, PFAD

2
Inisiasi Pembentukan
\Unit Usaha (UMKM )1

Produksi RBDPO, PFAD

Olein, Stearin, dan MDAG -§ Olein, Stearin, dan MDAG
Pembentukan Unit Usaha g Produksi Specialty Fat 1
(LnaKn) 2 .é , Produksi Specialty Fat 2 » Produk
Produksi Specialty Fat 1 ‘ & et
berbasis MDAG & __Produk Confectlonery )
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN J
PEREKONOMIAN WILAYAH DI LOKASI PABRIK KELAPA SAWIT

Gambar 2. Model rencana pengembangan klaster inovasi industri
hilir CPO

Kesimpulan

Pengembangan produk hilir minyak kelapa sawit skala
mikro di lingkungan PKS akan menjadi sumber pendapatan
alternatif masyarakat setempat dan sekaligus sebagai pengungkit
pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.
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Pemanfaatan Serai Wangi Sebagai Agen Bioreklamasi
yang Ekonomis dan Produktif pada Lahan Bekas
Tambang

Oleh: Dr. Mursalin, S.TP., M.Si.

Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi

Abstrak

Upaya pengembalian kualitas tanah bekas tambang sebagai bentuk dari
kegiatan reklamasi lahan merupakan tanggung jawab bersama
pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Saat ini telah tersedia
teknologi bioreklamasi lahan bekas tambang dengan memanfaatkan
tanaman serai wangi. Teknologi bioreklamasi yang diintegrasikan
dengan produksi minyak serai wangi, pakan ternak, dan trycho kompos
yang merupakan manifestasi dari upaya pengembangan sejumlah usaha
ekonomi produktif (UEP) masyarakat. Empat jenis UEP berbasis
kegiatan bioreklamasi lahan menggunakan tanaman serai wangi
merupakan satu kesatuan hulu ke hilir upaya budidaya, pengolahan, dan
pemanfaatan produk samping tanaman serai wangi. Budidaya serai
wangi selain dapat memperbaiki fungsi lahan dan mengembalikan
kesuburan tanah juga dapat menjadi mata pencaharian alternatif bagi
masyarakat setempat. Setelah berumur 6-8 bulan, daun serai  wangi
dapat dipanen dengan cara memotongnya dari jarak 10-15 cm dari
permukaan tanah. Setelah 3 bulan, tunas dari tanaman baru akan dapat
dipanen kembali. Satu rumpun serai wangi rata-rata dapat menghasilkan
1.5 kg pada panen pertama dan meningkat menjadi 2.0 kg setelah panen
berikutnya. Satu hektar lahan dapat memuat 1000-1500 rumpun serai
wangi. Daun serai wangi segar dihargai Rp.600/kg, setelah disuling
minyak serai wangi akan berharga Rp.350.000/liter. Ampas sisa
penyulingan daun serai wangi merupakan bahan pakan hijauan ternak
yang sangat baik dan dapat dijual dengan harga Rp.200/kg. Selain itu,
ampas sisa penyulingan minyak serai wangi ini juga dapat digunakan
sebagai bahan baku pembuatan trychokompos dengan mencampurnya
dengan kotoran sapi dan trychoderma. Trychokompos memiliki nilai
ekonomis yang cukup tinggi, selain dapat digunakan untuk pupuk organik
bagi kelangsungan budidaya serai wangi juga dapat dijual dengan harga
umum Rp.2.000/kg. Aplikasi teknologi ini akan menambah pendapatan
masyarakat sekaligus memperbaiki fungsi lahan dan lingkungan yang
selama ini telah terdegradasi.
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Pendahuluan
Degradasi lahan dapat terjadi karena pemanfaatan
sumberdaya yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Salah satu sumber degradasi lahan di Provinsi Jambi adalah
aktivitas penambangan batu bara dan atau emas yang dikelola oleh
rakyat. Degradasi lahan akibat aktivitas ini tidak hanya
menyebabkan kerugian ekologis tetapi juga kerugian sosial
ekonomi. Pada aspek sosial hilangnya fungsi hidrologis lahan dan
timbulnya kolam bekas galian (KBG) yang potensial menjadi
sumber bencana baik bencana alam seperti erosi dan banjir maupun
bencana kecelakaan akibat terperosok dan tenggelam dalam KBG.
Pada aspek ekonomi hilangnya kesempatan memperoleh nilai
manfaat ekonomi akibat produktivitas lahan yang menjadi sangat
rendah (marginal dan kritis).
Gambar 1. Kondisi beberapa areal lahan kritis akibat
Penambangan batu bara

o —Iiendaﬁnya peﬁdrikan\ penduduk desa di sekitar lokasi
penambangan berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran akan
pelestarian lingkungan. Orientasi masyarakat lebih terfokus pada
mencari penghidupan lebih layak dengan cara memanfaatkan
sumber daya semaksimal mungkin tanpa memikirkan kelestarian
dan kesinambungan daya dukung lingkungan. Keadaan ini
memperparah Kkerusakan lahan dan oleh karena itu perlu adanya

penyuluhan dan pembelajaran mengenai dampak kegiatan
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penambangan, ilmu dan teknologi bioreklamasi untuk lahan
terdegradasi bekas tambang, pengelolaan KBG dan lahan kritis
untuk usaha ekonomi produktif, dan integrasi usaha yang saling
terkait untuk mewujudkan Kkesejahteraan masyarakat sambil
mengembalikan fungsi dan produktivitas lahan secara lebih efektif.
Serai Wangi sebagai Agen Bioreklamasi Lahan

Salah satu teknologi “green construction” yang banyak
dikenal dalam stabilitas lereng atau tebing adalah teknologi bio-
engineering menggunakan rumput vetiver dan serai wangi.
Teknologi ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan metode
hard solusi yang mengandalkan bahan-bahan konstruksi yang kaku
dan keras (Putra, 2012). Menurut Sutrisno (2012), penerapan
vetiver dan serai wangi sebagai tanaman tanggul teras tanah yang
dikombinasikan biopori akan menahan laju erosi dan memberikan
kesempatan permukaan tanah untuk meyerap air permukaan di
dalam tanah (memberikan ruang serapan air).

Serai wangi merupakan salah satu jenis tanaman atsiri
untuk konservasi dan memiliki nilai tambah tinggi. Serai wanggi
mengandung 80-97% total geraniol dan 30-45% sitronella,
budidayanya tidak memerlukan persyaratan khusus dan dapat
ditanam pada tanah kurang subur serta akar serabut yang banyak
potensial untuk menjaga erosi dan merehabilitasi lahan-lahan kritis
(Litbang Pertanian, 2012).

Uji coba penanaman serai wangi di lahan kritis bekas
aktivitas penimbunan bandara dan penambangan batu bata rakyat
di Desa Kebun IX Muaro Jambi oleh Achmad, Mursalin dan Novra
(2017) menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Dari 7000
batang bibit yang ditanam (dengan lahan seluas 0.7 Ha), 85% telah
tumbuh dengan cukup baik (Gambar 2 dan 3).

Integrasi Usaha Budidaya Serai Wangi dan Industri Hilirnya
Kegiatan budidaya serai wangi selain dapat memperbaiki
fungsi lahan dan mengembalikan kesuburan tanah juga dapat
menjadi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat.
Setelah berumur 6-8 bulan, daun dan batang serai wangi dapat
dipanen dengan cara memotongnya dari jarak 10-15 cm dari
permukaan tanah. Setelah 3 bulan, tunas dari tanaman baru akan
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dapat dipanen kembali. Daun dan batang serai wangi segar dihargai
Rp.300-400/kg, setelah jadi minyak harga menjadi Rp.250.000-
350.000/kg. Ampas sisa penyulingan daun dan batang serai wangi
merupakan bahan pakan hijauan ternak yang sangat baik dan dapat
dijual dengan harga Rp.200-300/kg. Selain itu, ampas sisa
penyulingan minyak serai wangi ini juga dapat digunakan sebagai
bahan baku pembuatan trycho kompos untuk pupuk organik bagi
kelangsungan budidaya serai wangi itu sendiri, dan juga dapat
dijual dengan harga umum Rp.1.500-2.000/kg.

Keadaan sereh wangi setelah 5 bulan ditanam

Gambar 2.  Kegiatan penanaman serai wangi sebagai upaya
penanggulangan tanah kritis di Desa Kebon IX
(Achmad, Mursalin dan Novra, 2017).
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Tabel 1. Analisis biaya usahatan: serai wangi pola mtroduksi/ha

Panen/Tahun  Penerimaan (Rp) Biaya (Rp) Pendapatan (Rp)
A. Tahun Ke-1
Bulanke-6  7.500.000.- 8.500.000.- - 1.000.000.-
Bulanke-9  20.250.000.- 11.500.000,- 8.750.000,-
Bulanke-1 ~ 21.000.000.- 14.750.000.- 6.250.000.-
B. Tahun Ke-2
Bulan ke-3  24.500.000.- 14.000.000,- 10. 500.000.-
Bulan ke-6  24.500.000,- 14.000.000.- 10. 500.000.-
Bulan ke-9  24.500.000.- 14.000.000.- 10. 500.000.-
Bulan ke-12  24.500.000,- 14.000.000.- 10. 500.000.-

Analisis biaya yang disajikan pada Tabel 1 baru untuk
usaha budidayanya saja, belum untuk produksi minyak atsiri,
pakan ternak, dan trycho kompos. Aplikasi teknologi ini
diharapkan dapat menambah pendapatan masyarakat, sehingga
dapat merobah mindset mereka yang tadinya hanya
menggantungkan pada usaha pertambangan yang mengancam
kelestarian lingkungan, kini dapat menjalankan usaha ekonomi
produktif sekaligus memperbaiki fungsi lahan dan lingkungan yang
selama ini telah terdegradasi.

e
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=
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Gambar 3. Aneka produk olahan minyak serai wangi
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Kesimpulan

Budidaya serai wangi di lahan kritis dapat diintegrasikan
dengan usaha produk hilirnya berupa produksi minyak atsiri,
produksi pakan ternak, dan produksi trycho kompos. Aplikasi
teknologi bioreklamasi menggunakan serai wangi di lahan kritis
dan integrasi usaha produk turunannya membutuhkan dukungan
kelembagaan dan sumberdaya dari pemerintah daerah setempat.
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Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi

Abstrak

Karya sastra lama sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan
pertahanan nasional. Pertahanan nasional Indonesia dapat dilestarikan
ketika rakyatnya sadar akan aturan atau norma yang terkandung di
dalam sastra lama tersebut. Oleh karena itu, seluruh karya tradisional,
yaitu karya sastra, dongeng, adat istiadat, kepercayaan dan lain-lain
perlu dilestarikan dan disosialisasikan sehingga dapat dipahami oleh
semua masyarakat Indonesia untuk menjunjung hubungan yang erat yang
disesuaikan dengan situasi dari wilayah masing=masing. Salah satu
karya tradisional Indonesia adalah Lohok Tiga Laras (LTL) yang ditulis
oleh Oemar Ngebi Suthodilago Periai Rajo Sari kira-kira pada abad
keempat belas dan kelima belas. Asumsi ini sesuai dengan prasasti
Aditiawarman di mana Kerajaan Minangkabau berkembang kurang lebih
pada abad-abad ini. LTL memuat aturan-aturan hidup dan adat-istiadat
di tiga wilayah, yakni Provinsi Riau, Minangkabau di Sumatera Barat
dan Provinsi Jambi.

Pendahuluan

Kita memahami bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini
saling mempengaruhi satu sama lain, dan kerja sama di antara
daerah lain telah menjadi hal yang penting sejak dahulu kala.
Salah satu wujud telah terjadi kerja sama ialah dengan mempunyai
adat istiadat yang serupa. Adanya adat istiadat yang serupa dapat
dideteksi dari hasil karya sastra masyarakatnya takterkecuali
masyarakat Jambi sendiri. Masyarakat Jambi telah memiliki karya
sastra sejak lama, satu diantaranya adalah LTL (LohokTigaLaras).
Oleh karena itu, melalui analisis wacana kita bisa mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang karya sastra seseorang,
terutama masyarakat Jambi.

Kertas Kerja ini mensosialisasikan nilai-nilai budaya
masyarakat Jambi yang tertuang pada LTL.LTL ditulis sebagai
pedoman yang terkait dengan etika atau tradisi yang digunakan
oleh Raja dan Bangsawan di Kesultanan Jambi. Kemudian,
peraturan ini disosialisasikan ke seluruh Provinsi Jambi. Adat
istiadat yang ditulis pada LTL hampir sama dengan adat istiadat
di Minang-kabau karena di masa lalu Kerajaan Minangkabau
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sangat berkuasa. Budaya tersebut dibawa dari Minangkabau oleh
Raja Jambi Sunan Pulau Djohor dan Putri Selaro Pinang Masak.
Tentu aturan atau adat istiadat tersebut tidak diterima sepenuhnya
melainkan dipilih satu per satu sesuai dengan Kesultanan Jambi.
Pada awalnya, semua peraturan di LTL diimplementasikan
sepenuhnya tapi ketika Belanda datang ke wilayah ini, mereka
menyusun undang-undang atau tata cara baru. Akibatnya,
peraturan tradisional digeser oleh ordonansi Belanda; meskipun
demikian, peraturan tradisional yang minor masih digunakan
sampai sekarang, terutama di desa-desa.

LTL ditulis sekitar abad keempat belas dan kelima belas
olen Oemar Ngebi Suthodilago Periai Rajo Sari. Asumsi ini
sesuai dengan prasasti Aditiawarman bahwa Kerajaan
Minangkabau berkembang kurang lebih di abad-abad ini. Saat itu,
kerajaan Hindu yang terkenal Sriwijaya telah kehilangan
kekuatannya (Amran dalam Maria, 1995:; 52). Dipercaya bahwa
pengenalan agama Islam ke Minangkabau di Sumatera Barat,
Jambi dan Riau merupakan titik awal penulisan LTL.

LandasanTeori dan Pembahasan
Mulanya, naskah LTL dibuat dalam tulisan tangan dengan
aksara Arab serta berbahasa Melayu. Saat ini naskah asli tersebut
disimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta karena kondisinya
sudah lapuk. Dalam mempromosikan literatur tradisional, pada
tahun 1995 LTL telah ditransliterasikan oleh Siti Mariakeaksara
Latin. Maria salah satu anggota Proyek Pengkaji dan Pembina
Nilai-Nilai Budaya Pusat, Direktorat Riset dan Nilai Tradisional,
Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan (Proyek Penelitian Dan Yayasan Nilai Nasional,
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departrren Pendidikan
dan Kebudayaan). Maria menerjemahkan beberapa bagian naskah
LTL, yang ditulis dalam ortografi bahasa Arab ke dalam ortografi
Latin atau dengan kata lain Maria berperan sebagai alih AKSARA.
Ungkapan-ungkapan Melayu Jambi terkait dengan adat
istiadat serta kegiatan sehari-hari dapat dilihat berikut ini.
Melayu:
Emas terserak di padang lalang
Tebu setuntung dimakan gajah,
Tando yang diserahkan jadi terpijak,
Putri tetap di mahligainyo,
Rajo tetap di pendoponyo,
Tiap bejanji tidak mungkir,
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Tiap berkato tidak dusta

English:
Gold is scattered on the coarse grass,

A piece of sugar cane is eaten by an elephant,
A delivered token is stepped on,
Princess remains in her palace,

King stays in his mansion,

One always keeps his/her promise,

One never tells a lie.

Ungkapan diatas terkait dengan tata cara lamaran.
Lazimnyal amaran pernikahan diberikan oleh seorang pria kepada
seorang wanita. Apabila sang pria membatalkan pernikahan, maka
tanda yang sudah diberikan kepada sang wanita tidak boleh
diambil. Namun, jika wanita tersebut melanggar janji, dia harus
mengembalikan tanda atau token dua Kkalilipat.

Pepatah berikutnya berkaitan dengan aktivitas sehari-hari:

Melayu:

Merajo-rajo di kampung rajo,
Menghulu-hulu di kampung penghulu.
English:

(Someone) acts like a king in the king's village,
(Someone) acts as a local chief in the chief’s village.

Pepatah ini ditujukan kepada seseorang yang tidak
berperilaku baik. Dia seharusnya tidak bertindak seperti raja di
kediaman/wilayah sang raja. Dia seharusnya jugat idak boleh
berperilaku seperti kepala desa karena diabukanlah kepala desa.
Dia harus bertindak seperti apa adanya (dirinyasendiri).
Berikutnya ungkapan yang berhubungan dengan kekuasaan sang
raja.

Melayu:
Sultan Ar-Rahim berjalan berpayung-payung putih.
Beliau tidur bergantung tombak
English:
Sultan Ar-Rahim walks with a white umbrella.
He sleeps with a lance.

Sebagai seorang Sultan, yang mulia Ar-Rahim di dalam
mengemban tugasnya (menjalankan Tahtanya) dibantu oleh para
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Perdana Menteri, Penasehat serta Hulu Balang yang bersenjata
lengkap.

Kesimpulan

Oemar Ngebi Suthodilago Periai Rajo Sar imenulis aturan
dan norma kehidupan masyarakat Melayu Jambi dengan bahasa
yang tidak langsung atau dengan  menggunakan pribahasa.
Pribahasa yang ditulis pada LTL sesuai dengan situasi dan
kehidupan masyarakat pada abad ke-14 dan ke-15. Penggunaan
bahasa yang tidak langsung sulit dimengerti oleh masyarakat
Melayu Jambi diabad ke-21 ini (era global). Besar kemungkinan
makna-makna yang tertuang pada LTL akan terjadi salah tafsir.
Maka norma-norma yang ada pada LTL harus dipahami dan
dilestarikan karena merupakan bagian dari warisan budaya
Provinsi Jambi.

Saran

Di era global, teknologi modern membawa orang ke
berbagai jenis pengetahuan dunia. Mereka bertemu berbagai orang
dengan budaya yang mungkin berbeda dengan milik mereka
sendiri. Kepada penulis sastra, perbedaan budaya tidak boleh
diabaikan sepenuhnya. Sebaliknya, mereka mungkin tertarik untuk
mengeksplorasi, dan dapat memperkaya pengalaman mereka
melalui pemahaman budaya orang lain dengan cara memahami isi
karya sastra mereka. Memahami budaya orang lain dapat
meningkatkan saling pengertian dan hubungan dengan cara
memahami tentang isi karya sastra seseorang.

Diusulkan bahwa masyarakat Jambi khususnya dan
masyarakat Indonesia umumnya memberikan pemahaman yang
lebih baik tentang penggunaan bahasa tidak langsung kepada
lawan bicara ketika hal-hal yang rumit dan hal-hal yang tidak
menyenangkan dibahas, terutama dalam konteks menjaga
keseimbangan sosial dan hubungan persahabatan. Lebih jauh lagi,
para masyarakat Jambi dan Indonesia dapat memberikan
penerimaan yang lebih baik dalam menangani konotasi spesifik
lintas-budaya yang tidak langsung.

Untuk kebutuhan praktis, studi perbandingan ekspresi atau
ungkapan bahasa-bahasa daerah dan Indonesia yang digunakan
dalam karya sastra mungkin juga berguna untuk memberi Kita
wawasan apakah bahasa kiasan memainkan peran penting dalam
komunikasi lisan dan tulisan. Karena beberapa alasan, penelitian
saat ini masih jauh dari memuaskan. Oleh karena itu, disarankan
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untuk melakukan lebih banyak studi terkait untuk mengkonfirmasi
hasil dari penelitian ini, dan untuk lebih peduli tentang prinsip-
prinsip percakapan.

Rekomendasi

1.

4.
5.
6

Bahasa yang dipakaipada LTL bersifat sastra serta
menggunakan bahasa Melayu lama yang hampir tidak
difahami oleh kalangan generasi muda, maka perlu dibentuk
Tim Penggali makna LTL.

Membuat Buku Pendamping sebagai pelengkap LTL dengan
menggunakan bahasa Indonesia yang terkini.

LTL dipatenkan sebagai warisan budaya Tak Benda Provinsi
Jambi.

LTL disosialisasikan kesekolah-sekolah.

LTL diterjemahkan ke bahasa asing untuk tujuan promosi.
LTL di tempatkan di Lembaga adat.
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Peraturan Daerah Tentang Upaya Pengendalian
Vektor Penyakit DBD Untuk Mencegah Meluasnya
Penyebaran dan Penularan Dbd Di Provinsi Jambi

Oleh: Dr. Ummi Kalsum, M.KM

Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi

Abstrak

Memasuki musim penghujan, Kota Jambi khususnya dan Provinsi Jambi
pada umumnya harus waspada terhadap terjadinya peningkatan kasus
DBD. Hasil Riset menunjukkan upaya paling efektif untuk mencegah dan
mengendalikan  penyebaran  penyakit DBD adalah  dengan
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) menggunakan gerakan 3M Plus.
Namun, belum dijalankan secara optimal dan berkesinambungan karena
Provinsi Jambi belum memiliki Peraturan daerah yang mengatur tentang
upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD. Hampir setiap tahun
terjadi peningkatan kasus DBD yang jumlahnya bermakna mencapai
lebih dari dua kali lipat. Diperlukan Peraturan Daerah untuk mencegah
meluasnya penyebaran dan penularan penyakit DBD yang mengatur
upaya preventif DBD.

Pendahuluan

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi
salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia,
demikian pula di Jambi. Hampir setiap tahun setiap awal musim
penghujan jumlah kasus DBD selalu meningkat dan menimbulkan
kejadian luar biasa (KLB). KLB pada tahun 2012, menempatkan
Jambi sebagai Provinsi dengan jumlah kasus dan angka kematian
tertinggi akibat DBD di Indonesia (Kemenkes RI, 2013).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Kejadian DBD pada tahun 2014 mencapai 1.308 kasus dengan
Angka Kejadian (Incidence Rate) 39,1 per 100.000 penduduk.

Provinsi Jambi sedang mengalami pertumbuhan dan
percepatan pembangunan di segala bidang. Bertambahnya
kepadatan penduduk dan terjadinya perubahan distribusi penduduk,
tingginya mobilitas penduduk yang dibarengi dengan perubahan
iklim serta faktor epidemiologi lainnya, dimungkinkan dapat
menyebabkan peningkatan dan penyebaran kasus DBD (Depkes
R1, 2009).

Hingga saat ini vaksin dan obat untuk penyakit DBD
belum ditemukan, sehingga salah satu strategi utama pengendalian
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DBD adalah melakukan upaya preventif dengan pemutusan mata
rantai penularan melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk
(PSN), artinya pengendalian lingkungan masih menjadi upaya
ampuh dalam penanggulangan DBD (Nadesul, 1995).

Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai
upaya untuk membatasi penyebaran penyakit DBD seperti gerakan
PSN, pengasapan (fogging), larvasidasi dan pemantauan jentik
secara berkala, namun kejadian DBD tetap meningkat. Setiap
musim hujan tiba, tidak lama kemudian jumlah penderita DBD
akan segera meningkat secara signifikan, dan hal ini terjadi
berulang setiap tahunnya di Kota Jambi khususnya dan Kabupaten
lainnya yang juga sudah endemis DBD.

Pencegahan dan penanggulangan DBD pada dasarnya
dapat dilakukan dengan mudah, namun masyarakat masih belum
melakukannya secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini
dimungkinkan karena belum adanya peraturan yang menggariskan
secara tegas upaya pencegahan dan penanggulangan DBD melalui
upaya pengendalian vektor DBD.

Pengendalian secara kimiawi seperti larvasida atau
pengasapan (fogging) tidak direkomendasikan lagi sebagai upaya
pemutusan mata rantai penularan karena saat ini terbukti memiliki
dampak resistensi nyamuk Aides Aegypthy terhadap insektisida
yang digunakan.

Jika suatu program intervensi preventif berupa pengen-
dalian vektor seperti PSN dengan gerakan 3M Plus ingin
dijalankan secara serius, maka perlu payung hukum yang
mengikat. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh adat atau
budaya yang ada di lingkungannya termasuk dengan hadirnya
suatu norma atau aturan yang mengikat dari Pemerintah yang harus
dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan lembaga/Institusi, agar
menjadi kebiasaaan atau pola hidup yang dilaksanakan secara sadar
dalam kehidupan sehari-hari.

Kerangka Pikir

Beberapa metode pengendalian vektor DBD telah banyak
diketahui dan digunakan oleh program pengendalian DBD di
tingkat pusat dan daerah, terdiri dari manajemen lingkungan,
pengendalian biologis, pengendalian kimiawi, partisipasi masya-
rakat, perlindungan individu dan peraturan perundangan.

Manajemen lingkungan adalah upaya pengelolaan ling-
kungan untuk mengurangi bahkan menghilangkan habitat perkem-
bangbiakan nyamuk vektor sehingga akan mengurangi kepadatan
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populasi. Manajemen lingkungan hanya akan berhasil bila
dilakukan oleh masyarakat, lintas sektor, para pemegang kebijakan
dan lembaga swadaya masyarakat melalui program kemitraan
(Sukowati, 2010).

Pengendalian secara biologis melalui pemanfaatan ikan
pemakan jentik merupakan upaya pemanfaatan agent biologi untuk
pengendalian vektor DBD yang harus difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah dan pembinaan dari sektor terkait. Pengendalian secara
kimiawi melalui penggunaan insektisida masih paling popular baik
bagi program pengendalian DBD dan masyarakat. Namun saat ini
penggunaan insektisida dalam pengendalian vektor DBD terbukti
memberikan resistensi kepada jentik maupun nyamuk Aides
Aegypthy (Sukowati, 2010).

Program pengendalian DBD melalui partisipasi masya-
rakat dengan mengajak masyarakat untuk mau dan mampu
melakukan 3M plus atau PSN di lingkungan mereka. Partisipasi
masyarakat merupakan proses panjang dan memerlukan ketekunan,
kesabaran dan upaya dalam memberikan pemahaman dan motivasi
kepada individu, kelompok dan masyarakat bahkan pejabat secara
berkesinambungan, namun karena masyarakat kita sangat hete-
rogen dalam tingkat pendidikan, pemahaman dan latar belakangnya
sehingga belum mampu mandiri dalam pelaksanaannya. Sementara
itu, program pengendalian dengan perlindungan individu dapat
dilakukan dengan mengurangi kontak dengan nyamuk di dalam
keluarga seperti memasang kelambu pada waktu tidur dan kasa anti
nyamuk (Sukowati, 2010).

Program pengendalian dengan peraturan perundangan
sangat diperlukan untuk memberikan payung hukum dan
melindungi masyarakat dari risiko penularan DBD. Karena DBD
merupakan penyakit yang berbasis lingkungan, maka pengen-
daliannya tidak mungkin hanya dilakukan oleh sektor kesehatan.
Seluruh negara mempunyai undang-undang tentang pengawasan
penyakit yang berpotensi wabah seperti DBD dengan memberikan
kewenangan kepada petugas kesehatan untuk mengambil tindakan
atau kebijakan untuk mengendalikannya. Dengan adanya peraturan
perundangan baik undang-undang, peraturan pemerintah dan
peraturan daerah, maka pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
wajib memelihara dan patuh.

Pemberantasan penyakit DBD telah diatur di dalam
Kepmenkes No. 581 tahun 1992, dengan upaya pemberantasan
terdiri dari pencegahan, penemuan, pertolongan dan pelaporan,
penyelidikan epidemiologi dan pengamatan penyakit, penang-
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gulangan seperlunya, penanggulangan lain, dan penyuluhan kepada
masyarakat. Diatur pula tentang pengorganisasian pelaksanaan di
tingkat desa, serta pembinaan pelaksanaan dari tingkat kecamatan,
kabupaten/kota dan provinsi.

Upaya pencegahan dilaksanakan oleh masyarakat di rumah
dan Tempat Umum dengan melakukan PSN. Upaya penemuan,
pertolongan dan pelaporan penderita DBD dilaksanakan oleh
petugas kesehatan. Pengamatan penyakit dilakukan oleh
Puskesmas dan penyelidikan epidemiologi dilaksanakan oleh
petugas kesehatan dibantu masyarakat dan kepala puskesmas
melaporkan hasil penyelidikan kepada Camat, Dinas Kesehatan
Dati Il disertai rencana penanggulangan seperlunya. Penang-
gulangan seperlunya dilakukan oleh petugas kesehatan dibantu
olen masyarakat untuk membatasi penyebaran penyakit.
Penanggulangan lain dilakukan di desa/kelurahan rawan oleh
petugas kesehatan dibantu masyarakat untuk mencegah KLB,
selain itu terdapat tugas dan peran petugas kesehatan dan sektor
lain berupa penyemprotan massal, pemeriksaan jentik berkala di
rumah dan tempat umum (Kepmenkes, 1992).

Upaya pemberantasan selanjutnya yaitu penyuluhan
kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan
sektor lain serta warga masyarakat yang mempunyai pengetahuan
tentang DBD melalui jalur informasi dan komunikasi kepada
masyarakat, dengan intensif sebelum musim penularan penyakit
DBD terutama di daerah rawan. Untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna pemberantasan DBD di tingkat desa maka dibentuk
Kelompok Kerja Pemberantasan DBD (Pokja DBD) yang
merupakan forum koordinasi kegiatan pemberantasan penyakit
DBD dalam wadah Lembaga Ketahanan Mayarakat Desa (LKMD).
(Kepmenkes, 1992).

KLB DBD dapat dihindari bila Sistem Kewaspadaan Dini
(SKD) dan pengendalian vektor dilakukan dengan baik, terpadu
dan berkesinambungan. Pengendalian vektor melalui surveilans
vektor diatur pula di dalam Kepmenkes No. 581/1992 tersebut.
Kegiatan PSN dilakukan secara periodik oleh masyarakat yang
dikoordinir oleh RT/RW dalam bentuk PSN dengan pesan inti 3M
plus. Keberhasilan kegiatan PSN antara lain dapat diukur dengan
Angka Bebas Jentik (ABJ). Bila ABJ >= 95% diharapkan
penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi (Depkes, 2010).

Pengendalian vektor melalui PSN masih merupakan
langkah paling efektif saat ini. Namun, pengendalian vektor hampir
di semua negara dan daerah endemis tidak tepat sasaran, tidak
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berkesinambungan dan belum mampu memutus rantai penularan.
Hal ini disebabkan metode yang diterapkan belum mampu
mengacu kepada data/informasi tentang vektor, disamping itu
masih mengandalkan kepada penggunaan insektisida dengan cara
penyemprotan dan larvasidasi (Sukowati, 2010).

Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan petunjuk
Operasionalisasi Kepmenkes No. 581/1992 tentang Pemberantasan
Penyakit Demam Berdarah Dengue kepada Wakil Gubernur/
Sekwilda Tingkat | selaku Ketua Harian Tim Pembina LKMD
Tingkat Propinsi, dimana dinyatakan bahwa upaya pemberantasan
dilakukan melalui pengorganisasian Pokja DBD dalam wadah
LKMD di tingkat Desa dan dengan pembinaan secara berjenjang
oleh Pokjanal DBD mulai dari tingkat Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kotamadya sampai tingkat Kecamatan. Mekanisme
kerja pembinaan disetiap tingkatan Pemerintahan sampai dengan
kelompok sasaran, yakni masyarakat langsung maupun tempat-
tempat yang mempunyai resiko untuk kejangkitan penyakit DBD
dilakukan dengan strategi pembinaan secara berjenjang, runtun,
sistematis dan berkesinambungan disertai pemantauan dan umpan
balik terhadap hasil-hasilnya.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah selaku Ketua | TP
UKS Pusat juga mengeluarkan Surat Edaran No. 80 Tahun 1993,
tentang Pembinaan UKS dalam Upaya Pencegahan Demam
Berdarah Dengue (DBD) kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud seluruh Indonesia, supaya melakukan upaya pence-
gahan dengan meningkatkan kebersihan lingkungan khususnya
terhadap tempat-tempat penampungan air yang dapat menjadi
sarang nyamuk bagi Aedes Aegypti (Pemberantasan Sarang
Nyamuk).

Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pembangunan
Daerah juga mengeluarkan perintah kepada Gubernur, Bupati/
Walikota seluruh Indonesia untuk menyediakan dana dalam rangka
menanggulangi DBD melalui APBD masing-masing daerah baik
dari APBD | maupun APBD II. Gerakan pemberantasan DBD juga
mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum Tim Penggerak PKK
Pusat dengan mengeluarkan surat kepada Ketua Tim Penggerak
PKK Propinsi Dati | di seluruh Indonesia agar menginstruksikan
jajaran Tim Penggerak PKK sampai dengan perangkat kader
Dasawisma, agar dapat berperan aktif dalam Gerakan PSN-DBD.

Walikota Kota Jambi telah mengeluarkan Instruksi
Walikota nomor 196 tahun 2015 tentang Pengendalian dan
Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Kota Jambi dengan
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pelaksanaan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) satu
jam satu minggu secara serentak yaitu hari Jumat di seluruh
Instansi Pemerintahan, Swasta, Pertokoan, Sekolah-Sekolah,
Sarana Ibadah dan Tempat-Tempat Umum, dan hari Minggu di
rumah masing-masing dengan mengajak seluruh anggota
masyarakat. Instruksi tersebut dilanjutkan dengan Instruksi kedua
yaitu Nomor 01 tahun 2016 tentang Penanganan Penyakit Demam
Berdarah Dengue (DBD) melalui upaya-upaya Pemberantasan
Sarang Nyamuk, abatisasi dan melaksanakan fogging di seluruh
wilayah Kota Jambi. Namun suatu Instruksi saja, tidak memiliki
daya ungkit yang tinggi untuk dipatuhi dan dilaksanakan karena
tidak adanya sanksi. Diperlukan payung hukum yang lebih kuat
dan mengikat seperti Peraturan Daerah untuk dapat dijalankan oleh
seluruh Pemimpin daerah di Provinsi Jambi agar penularan dan
penyebaran penyakit DBD dapat dikendalikan atau dihilangkan di
Provinsi Jambi.

Rekomendasi

1. Pemerintah Provinsi Jambi harus membuat Peraturan daerah
tentang upaya pengendalian vektor DBD khususnya
Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan menerapkan Gerakan
3M Plus secara kontinyu agar dapat mencegah meluasnya
penularan DBD sesuai dengan amanat Kepmenkes nomor :
581/1992.

2. Meskipun sangat klise, namun pemberian penyuluhan ataupun
pemaparan informasi secara langsung masih sangat dibutuhkan
oleh masyarakat yang dapat dilakukan di berbagai tingkatan
khususnya oleh petugas Puskesmas dan petugas kesehatan di
desa.

3. Gubernur perlu membuat surat edaran yang ditujukan kepada
Bupati/Walikota agar mengalokasikan dana kegiatan promosi
kesehatan atau membuat kebijakan untuk meningkatkan peran
petugas Puskesmas maupun desa.

4. Kabupaten/Kota perlu mengaktifkan peran kelompok Kkerja
operasional DBD serta revitalisasi kader jumantik di setiap
Desa/Kelurahan.
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Abstrak

Kejadian kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada wanita usia subur
masih cukup banyak. Proporsi kejadian KTD di Jambi pada kelompok
usia 15-19 tahun belum diketahui. Banyak faktor yang mempengaruhi
terjadinya KTD meliputi faktor individu, keluarga dan lingkungan.
Tujuan penelitian untuk mengetahui proporsi kejadian KTD pada remaja
(15-19 tahun) di Provinsi Jambi dan determinan yang berhubungan.
Disain penelitian adalah cross sectional diantara 307 orang remaja (15-
19 tahun) di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang
dipilih dengan Multistage Random Sampling. Waktu penelitian selama
Juni-November 2017. Analisis menggunakan Regresi Logistik Ganda
pada alpha 5 %. Ditemukan prevalensi KTD pada remaja (15-19 tahun)
1,6%, namun pada remaja yang sudah menikah proporsinya sebesar
50%. Faktor dominan kejadian KTD adalah penggunaan alat kontrasepsi
dengan POR-adjusted = 74,5 (95% Cl= 3,58-1549,02) setelah dikontrol
oleh pekerjaan WUS, pengetahuan, perilaku berpacaran, akses terhadap
media informasi, akses fasilitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan
Kepala Keluarga. Perlu dilakukan upaya promotif dan edukatif yang
kreatif, inovatif dan informatif menggunakan media sosial yang sering
diakses oleh remaja, optimalisasi dan penguatan program GenRe goes to
school dan mensinergikan kegiatan lintas sektor, swasta, NGO dan
masyarakat (khususnya para orang tua).

Pendahuluan

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) didefinisikan sebagai
kehamilan yang terjadi saat salah satu atau kedua belah pihak dari
pasangan tidak menginginkan anak sama sekali atau kehamilan
yang sebenarnya diinginkan tapi tidak pada saat itu, dimana
kehamilan terjadi lebih cepat dari yang telah direncanakan (Santelli
et al, 2003; Singth et al, 2009).

Data WHO tahun 2008, diantara 208,2 juta kehamilan di
dunia terdapat 41% unintended pregnancy (KTD). Diantara 16 juta
wanita usia subur (15-19 tahun) yang melahirkan setiap tahun,
pada umumnya adalah KTD. Di Asia terdapat 38% KTD diantara
118,8 juta kehamilan yang terjadi (Singth et al, 2010).
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KTD menjadi penyebab utama abortus tidak aman di dunia
sebesar 48% (Singth et al, 2010) dan juga di Indonesia. KTD tidak
hanya berdampak buruk pada wanita yang mengalami tetapi juga
pada janin yang dikandung. Dampak dapat berupa kematian dan
kesakitan pada wanita akibat komplikasi kehamilan dan persalinan,
lahir cacat, berat badan lahir rendah, prematur dan masalah
kesehatan lainnya. Hasil penelitian Dini, Riono dan Sulistyowati
(2016), wanita dengan KTD menyebabkan ia tidak melakukan
perawatan kehamilan sebagaimana mestinya, tidak memberikan
ASI eksklusif serta tidak memberikan imunisasi dasar lengkap
kepada bayinya.

KTD dapat disebabkan perilaku tidak sehat dan kondisi
pada saat sebelum atau selama kehamilan seperti perkosaan,
kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi, terlalu banyak anak,
alasan Kkesehatan, janin cacat, usia muda atau belum siap
mempunyai anak, pasangan tidak bertanggungjawab atau hubu-
ngan dengan pasangan belum mantap. Selain itu, KTD berhu-
bungan erat dengan kondisi sosiodemografi keluarga (pendapatan
rendah), budaya serta kepercayaan yang ada di masyarakat.
Program pemerintah dalam kesehatan reproduksi seperti program
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja yang kurang
berhasil, diperkirakan juga sebagai salah satu pemicu terjadinya
KTD. Selain disebabkan kegagalan KB kasus KTD juga bisa
dialami oleh mereka yang tidak menggunakan kontrasepsi dalam 3
bulan terakhir padahal mereka termasuk aktif secara seksual
(BKKBN, 2008; Saptarini dan Suparmi, 2016).

Penelitian Syafitri (2012), menemukan bahwa jumlah
anak, umur, status sosial ekonomi dan akses ke pelayanan
kesehatan merupakan faktor yang berhubungan dengan KTD.
Penelitian Saptarini dan Suparmi (2016) menunjukkan tingkat
pendidikan, tempat tinggal, status hidup bersama, paritas, kompli-
kasi kehamilan, penggunaan kontrasepsi dan riwayat penyakit
berhubungan dengan KTD di Indonesia. Pada remaja, KTD terjadi
karena remaja belum memiliki kesiapan untuk menjalani
kehamilan, baik secara psikis, sosial, fisik, ataupun secara eko-
nomi. Hubungan seks pranikah yang dilakukan remaja cenderung
berbanding lurus dengan angka kejadian KTD pada remaja. Hasil
survei yang dilakukan oleh LSM SIKOK di Kota Jambi terhadap
1.182 remaja di 10 SLTA didapati 8% remaja sudah pernah
berhubungan seksual (www.tribunnews.com, 2012).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian KTD
dapat dikelompokkan menurut faktor individu, kondisi keluarga
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dan karakteristik wilayah (lingkungan). Semua faktor tersebut
memiliki peranan tersendiri terhadap terjadinya KTD pada remaja.

Permasalahan

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
2012 ditemukan 14% KTD (7% kehamilan tidak tepat waktu dan 7
% kehamilan tidak dikehendaki). Hasil analisis data Riskesdas
2013, prevalensi KTD adalah 15% pada wanita usia 10-54 tahun
(Saptarini dan Suparmi, 2016). Prevalensi KTD pada usia 15-19
tahun di Provinsi Jambi belum diketahui. Belum pernah ada hasil
analisis data maupun survei yang dilakukan untuk mengetahui
kejadian KTD di Provinsi Jambi, khususnya pada remaja. Sangat
diperlukan informasi proporsi KTD khususnya pada wanita usia
subur (15-19 tahun) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di
Provinsi Jambi tahun 2017.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan disain cross sectional. Sampel
berjumlah 307 orang wanita usia subur (15-19 tahun) di Kota
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipilih dengan
cara Multistage Random Sampling. Waktu penelitian selama 6
bulan (Juni sampai November 2017). Data primer diperoleh
dengan wawancara menggunakan kuisioner yang dikembangkan
oleh Tim Peneliti. Analisis menggunakan Chi-square dengan
alternative Uji Exact Fisher dan Regresi Logistic Ganda yang
menghasilkan model determinan yang paling berpengaruh terhadap
KTD dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil Penelitian

Proporsi KTD ditemukan 1,6% pada WUS (15-19 tahun)
di Provinsi Jambi, namun terjadi sebanyak 50% (5 diantara 10
orang) pada kelompok WUS atau remaja yang sudah menikah.

1,6

—

= Tidak = KTD

Gambar 1 Proporsi (%) KTD pada WUS (15-19 tahun) di
Provinsi Jambi tahun 2017
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50,0

= Tidak = KTD

Gambar 2 Proporsi (%) KTD diantara WUS (15-19 tahun) yang
Menikah di Provinsi Jambi tahun 2017

Berikut  ditampilkan  determinan  terjadinya KTD
berdasarkan semua varibel yang diteliti:

Tabel 1 Determinan Kejadian KTD pada Wanita Usia Subur (15-
19 tahun) di Provinsi Jambi, tahun 2017

Variabel B P- POR- 95% ClI
Value  Adjusted
Pekerjaan WUS 4.018 .026 55.59 1,63-
1892,60
Penggunaan Alat  4.311 .005 74.50 3,58-
Kontrasepsi 1549,02
Pengetahuan 2.402 .230 11.05 0,22-557,92
KTD
Pendidikan KK -.508 122 0.60 0,04-9,85
Akses terhadap 547 .691 1.73 0,12-25,66
Media
Akses Fasyankes - 453 0.30 0,01-7,01
1.210
Perilaku 1.164 412 3.20 0,20-51,60
Berpacaran
Constant - .000 0.00
7.228

Sumber: Data Primer Terolah, 2017

Hasil analisis terhadap seluruh variable mendapati bahwa
determinan KTD pada wanita usia subur (15-19 tahun) adalah
penggunaan alat kontrasepsi, Pekerjaan WUS, pengetahuan tentang
KTD, perilaku berpacaran, akses terhadap media informasi, akses
terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan tingkat Pendidikan KK.
Adapun faktor yang paling dominan adalah penggunaan alat
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kontrasepsi dengan POR-adjusted sebesar 74,5 (95% Cl= 3,58-
1549,02) setelah dikontrol dengan pekerjaan WUS, pengetahuan,
perilaku berpacaran, akses terhadap media informasi, akses
fasyankes dan Pendidikan Kepala Keluarga.

WUS yang memakai alat kontrasepsi mempunyai risiko KTD
sebesar 74,5 kali dibandingkan yang tidak menggunakan alat
kontrasepsi. WUS yang bekerja mempunyai risiko sebesar 55 kali
untuk KTD dibandingkan WUS yang tidak bekerja. Tingkat
pengetahuan WUS yang rendah meningkatkan kecenderungan
WUS untuk terjadinya KTD bila dibandingkan WUS yang
berpengetahuan tinggi sebesar 11 kali.

WUS vyang berperilaku pacarannya berisiko punya
kecenderungan terjadi KTD sebesar 3,2 kali dibandingkan WUS
yang tidak punya perilaku berpacaran berisiko. Akses terhadap
media informasi yang kurang baik meningkatkan kecenderungan
untuk KTD pada WUS sebesar 1,73 kali dibandingkan WUS yang
mempunyai akses terhadap media informasi yang baik.

Akses terhadap fasilitas kesehatan yang mudah dapat
menurunkan risiko KTD pada WUS sebesar 0,30 kali disbanding-
kan WUS dengan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sulit.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat diberikan beberapa
rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan intervensi dan promosi kepada kelompok
wanita usia subur (15-19 tahun), dengan fokus utama
pencegahan kejadian kehamilan tidak diinginkan. Sasaran
juga dilakukan terhadap kepala keluarga (orang tua remaja).
Optimalisasi dan penguatan program Gen-Re melalui Gen-Re
goes to school sehingga memperluas sasaran pada murid
SMA dan SMP. Penguatan kegiatan Bina Keluarga Remaja
serta sinergi antara berbagai Instansi (BKKBN, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional).

2. Melestarikan norma sosial dan budaya agamis berbasis pada
sinergi pemerintah dan masyarakat yang menerima atau
melestarikan praktik tersebut dengan orang tua, guru,
keluarga besar, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh
masyarakat serta pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Menangani kerentanan akibat kemiskinan dan disparitas
wilayah (desa-kota) dengan menciptakan lebih banyak
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kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses
pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi
sehingga mampu menunda usia perkawinan muda dengan
subsidi biaya pendidikan hingga jenjang Pendidikan tinggi.

4. Menargetkan upaya-upaya advokasi dan koordinasi ke level
provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prioritas pada
peningkatan kualitas pelayanan KB, pelayanan kesehatan
utamanya pemerataan akses fasilitas pelayanan kesehatan di
setiap wilayah dan program kesehatan reproduksi remaja.

5. Mendukung riset lebih lanjut tentang isu kehamilan tidak
diinginkan pada wanita usia subur (15-19 tahun) dan
kelompok usia subur (15-49 tahun) dengan menambah varia-
bel individu yang secara langsung berpengaruh terhadap KTD
atau menggunakan metode riset yang lebih baik seperti case
control atau penelitian evaluasi program.
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